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An agreement made by two parties sometimes causes loss one of the parties
has to face as what is outlined in Decision Number 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby in
which a lawsuit is filed by a lessee aiming to protect his right to the property he
rented when it came to a financial issue faced by the owner who rented out the
object that was still within the period of instalment but this owner failed to continue
the payment to the bank which provided the loan. This situation was followed by
an action of repossessing the object by the developer, as in line with what has been
outlined in the agreement. The lessee was not aware that this was the case. This
research aims to analyse the legal consequences of Court Decision Number
1123/Pdt.G/2019/PN.Sby rejecting the lawsuit filed by the lessee on the leasing
agreement between the two parties. With a normative juridical method, case, and
conceptual approaches, this research has found out that this agreement is null and
void since it was found contravening Article 1320 of Civil Code point 4 regarding
Halal Causes. The legal connection between the parties is deemed inexistent, and
not a single party should be harmed or should face any loss caused. Following the
court decision, the lessee could lose his/her right to the object rented out, and the
person who owns the object to rent out no longer has his right to receive any
payment of rent from the lessee, while the money that has been paid as part of the
renting must be returned to the lessee. The position of the bank as a creditor that
provided the loan is to enforce the condition that requires the party who rented out
to pay off the debt.
Keywords : legal consequence, judge’s decision, right to rent, rented
object
Perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak dalam perjanjian seringkali
membawa kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian salah satu kasusnya
yaitu terdapat dalam Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.Gugatan tersebut
diajukan oleh penyewa yang ingin melindungi hak sewa pada perjanjian sewa
menyewa  yang mana saat berlangsungnya masa sewa pemberi sewa mengalami
kredit macet terhadap pembiayaan objek sewa yang dibiayai oleh Bank sehingga
objek sewa akan diambil alih oleh Developer sesuai kesepakatan dalam perjanjian.
Dalam hal ini penyewa yang tidak mengetahui bahwa objek sewa masih belum
lunas dan mengalami kredit macet sehingga akan merugikan masa sewa
sebagaimana dalam perjanjian sewa menyewa. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Dan Para Pihak
pada Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Penggugat Terhadap Sahnya Sebagai
Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai Jaminan Hutang dalam Putusan No :
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1123/Pdt.G/2019/PN.Sby. metode penelitian yang digunakan adalah jenis
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.
Hasilnya Akibat hukum terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan
Penyewa dengan Pemberi Sewa yakni batal demi hukum karena bertentangan
dengan pasal 1320 KUHPerdata unsur 4 mengenai suatu sebab yang halal
sehingga perjanjian tersebut tidak sah dan berlaku. Sehingga akibat hukum para
pihak dalam perjanjian sewa yakni hubungan hukum dianggap tidak pernah terjadi
dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan sebagai bentuk kembali pada kondisi
semula. Maka akibat hukum bagi penyewa yaitu kehilangan hak sewanya dalam
perjanjian sewa menyewa tersebut dan Akibat hukum terhadap Pemberi sewa
yaitu tidak memiliki hak pada perjanjian tersebut maka pembayaran sewa oleh
penyewa harus dikembalikan. Sedangkan akibat hukum terhadap Kreditur dalam
perjanjian kredit yakni perjanjian sewa menyewa yang batal demi hukum
menguatkan hak Bank terhadap objek sengketa untuk pelunasan kredit macet
yang dilakukan Pemberi sewa.





Seiring berkembangnya zaman di era modern seperti ini muncul
berbagai macam bentuk kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang
lainnya yang mana kerja sama tersebut bertujuan untuk menghasilkan
sesuatu yang saling menguntungkan antara para pihak dalam perjanjian.
Kerja sama tersebut dapat berbentuk perjanjian untuk saling menyepakati
dan mengikatkan para pihak. Perjanjian dapat dibuat  secara sah dimata
hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum. Perjanjian dapat dibuat
secara akta otentik ataupun dibawah tangan kedua nya dapat menjadi bukti
hukum yang kuat. Mengenai pembuktian-pembuktian dalam perjanjian
diatur dalam aturan pasal 1867 KUHPerdata. dalam aturan tersebut
pembuktian dalam perjanjian yakni “pembuktian dengan tulisan dilakukan
dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan.”
Mengenai akta otentik diatur dalam aturan pasal 1868 KUHPerdata. dalam
aturan tersebut memberikan pengertian akta otentik yakni “suatu akta
otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang di tentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Sedangkan akta
dibawah tangan diatur dalam aturan pasal 1875 KUHPerdata. dalam aturan
tersebut memberikan pengertian akta dibawah tangan yakni “Suatu tulisan
di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak
dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai
diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta
para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat Hak dari pada mereka,
bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah
ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.” Perjanjian yang disepakati dan
dibuat oleh pihak-pihak dalam perjanjian tidak diperbolehkan melanggar
atau bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Terkait syarat sahnya
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perjanjian dijelaskan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. Dijelaskan
sebagai berikut “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal”
Bentuk dari perjanjian dapat bermacam-macam karena dalam
perjanjian memiliki Asas kebebasan berkontrak, yang artinya setiap orang
bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas melakukan
perjanjian dengan siapapun, bebas melakukan tentang apa yang akan
diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.
Dewasa ini kebutuhan akan property semakin meningkat diringi
dengan bentuk perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan property
sebagai contoh yakni perjanjian sewa menyewa. Pada perjanjian sewa
menyewa terdapat dua belah pihak yakni salah satu pihak sebagai pemberi
sewa atau orang yang menyewakan objek sewa dalam perjanjian yang
memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek sewa selama waktu yang telah
disepakati dalam perjanjian dan mendapatkan keuntungan berupa
pembayaran uang sewa sedangkan pihak lainnya yaitu penyewa yaitu
seseorang yang menyewa objek dalam perjanjian yang memiliki kewajiban
membayar sewa dan memperoleh keuntungan berupa objek sewa yang
dapat digunakan sesuai kesepakatan dalam perjanjian.
Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban yang diatur dalam
KUHPerdata pasal 1550. aturan tersebut menjelaskan mengenai “kewajiban
pemberi sewa dalam perjanjian sewa menyewa yaitu,
1. Memberikan objek yang disewakan kepada penyewa;
2. Melakukan pemeliharaan pada objek yang disewakan sedemikian rupa,
sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. Memiliki kewajiban dari barang yang disewakanuntuk memberikan
penyewa kenikmatan yang tenteram selama berlangsungnya jangka
waktu sewa.”
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Sedangkan penyewa memiliki kewajiban yang diatur dalam
KUHPerdata pasal 1560. Dalam pasal tersebut dijelaskan “kewajiban-
kewajiban penyewa dalam perjanjan sewa menyewa sebagai brerikut,
1. Memakai objek yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”
(maknanya melakukan perawatan terhadap objel seakan-akan objek
miliknya sendiri), sesuai dengan kegunaan pada barang tersebut
menurut perjanjian sewa menyewa;
2. Melakukan pembayaran harga sewa dalam waktu yang telah disepakati.”
Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak didalam
perjanjian harus berdasar dan tidak boleh bertentangan pada syarat sahnya
perjanjian yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.
Perjanjian yang dibuat apabila bertentangan atau melanggar syarat sah nya
perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dapat dikatakan perjanjian tersebut cacat
hukum atau bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikatakan dapat
dibatalkan atau batal demi hukum.
Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Subekti terkait syarat sahnya
perjanjian yang dijelaskan diatas dibagi menjadi dua macam, yang pertama
merupakan syarat subyektif dan yang kedua syarat obyektif. Yang
merupakan syarat subyektif ialah Syarat sahnya perjanjian pada unsur
pertama dan unsur kedua, yang mana apabila tidak dipenuhinya salah satu
atau kedua unsur tersebut memiliki akibat perjanjian dapat dibatalkan atau
dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
Pembatalan tersebut merupakan inisiatif dari para pihak yang mana apabila
tidak ada pihak yang meminta pembatalan maka perjanjian tersebut
dianggap masih tetap berlaku. Kemudian unsur ketiga dan keempat
merupakan syarat obyektif dalam sahnya suatu perjanjian, yang memiliki
akibat jika tidak dipenuhi salah satu atau kedua unsur tersebut menjadikan
perjanjian batal demi hukum secara serta merta, dan langsung dengan itu
perjanjian dianggap tidak pernah ada serta tujuan para pihak untuk
mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum
dianggap telah gagal, sehingga memiliki akibat tidak ada dasar bagi para
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pihak-pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim atau dengan kata lain
null and void (batal demi hukum).
Mengenai perjanjian cacat hukum karena bertentangan dengan pasal
1320 KUHPerdata salah satunya ada pada kasus dalam Putusan No :
1123/Pdt.G/2019/PN.Sby. Perjanjian sewa menyewa tertanggal 14 maret
2017 yang dibuat oleh Pemberi sewa / Tergugat 1 (D V) dan Penyewa /
Penggugat (E B) bertentangan dengan perjanjian kredit yang diperjanjikan
oleh Tergugat 1 (DV) dengan Tergugat 2 (Bank Mandiri Kantor Wilayah
Surabaya) terlebih dahulu yaitu pada perjanjian kredit tanggal 08 Agustus
2016.
Dengan Posisi Kasus antara lain :
Bagan 1
Posisi Kasus dalam Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby
Tergugat 1 (DV)  membeli apartemen melalui fasilitas kredit Tergugat 2 (bank) dalam
perjanjian kredit tanggal 08 agustus 2016 dalam perjanjian kredit pasal iii huruf d
berbunyi : “selama berlakunya perjanjian kredit ini agunan yang telah diberikan
oleh debitur kepada bank berdasarkan perjanjian kredit ini tidak boleh
diagunkan, dijual, atau dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain atau
disewakan dengan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dan
bank"  Apartemen tersebut dibeli dariTergugat 3 (developer).
Tergugat 1 (DV) tetap menyewakan objek tersebut kepada Penggugat (EB)
tanpa persetujuan Tergugat 2 (Bank) Pada perjanjian sewa menyewa tanggal
14 maret 2017 dan Telah dibayar lunas oleh Penggugat (EB) sebesar Rp.
300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 14 maret 2017 Untuk
jangka watu sewa selama 12 tahun (terhitung sejak 1 Agutus 2017 dan
berakhir pada tanggal 1 Agustus 2029)
Pada tanggal 31 Oktober 2017 Tergugat 2 (bank) mengirimkan surat
peringatan penagihan kepada Tergugat 1 (DV) yang telah mengalami kredit
macet
Bahwa, sesuai  ketentuan Perjanjian Kerjasama Program Mandiri tanggal 23 Februari
2012 (berlaku dan mengikat Bank dan Developer) pada pasal 3.1 berbunyi :
“PENGEMBANG memberikan jaminan untuk melunasi seluruh fasilitas kredit
Debitur berupa pokok hutang, bunga dan denda atau jaminan untuk
membeli kembali Tanah dan Bangunan/Satuan Rumah Susun dalam hal
terjadi : a. Kelalaian Debitur atau kelalaian PENGEMBANG sebagaimana
diatur pada Perjanjian Kerjasama.”
Dengan demikian Tergugat 2 (Bank) melalui surat nomor
RTR.RCR/CCR.SBY/0664/2018 tanggal 14 Februari 2018 telah mengirimkan
surat klaim buyback kepada Tergugat III (Developer).
Kemudian penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum,
dalam surat gugatan tersebut pada poin nomor 3 sebagai berikut :
“Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik hak sewa atas
obyek sengketa, dan berhak menempati atas obyek sengketa sampai dengan
jangka waktu sewa berakhir pada tanggal 1 Agustus 2029,
berdasarkanPerjanjian Sewa Apartemen tanggal 14 Maret 2017”
Kemudian Hakim memutus menolak seluruh gugatan penggugat seluruhnya
dengan dasar pertimbangan hukum yakni “Menimbang, bahwa karena pokok
gugatan dari surat gugatan penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak
berdasar hukum, sehingga dengan itu haruslah dinyatakan bahwa gugatan
pihak Penggugat ditolak.”
Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby
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Karena hakim tidak mengabulkan gugatan perbuatan melawan
hukum yang diajukan penggugat dan menolak seluruh gugatan yang
diajukan penggugat termasuk gugatan untuk dinyatakan sah sebagai pemilik
hak sewa pada objek sewa maka peneliti ingin meneliti terkait akibat hukum
perjanjian sewa menyewa dan para pihak pada Putusan Hakim Yang
Menolak Gugatan Penggugat Terhadap Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa
Atas Objek Sewa sebagai Jaminan Hutang.
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Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis
menuangkannya kedalam penelitian yang berjudul :
“Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Penggugat
Terhadap Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai
Jaminan Hutang (Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)”
B. Orisinalitas Penelitian
Penulis melakkukan studi pustaka dan Penulis menemukan penelitian-
penelitian sebelumnya yang mempunyai kemiripan tema pembahasan yakni
terkait Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa
Dan Para Pihak Akibat Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Penggugat
Terhadap Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai
Jaminan Hutang (Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.) Namun,
terdapat perbedaan-perbedaan terutama terkait isu hukum dan fokus
penelitian yang akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1
Orisinalitas Penelitian






































PT. Kereta Api oleh
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Purwosari.
















































Bagaimanakah Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dan Para
Pihak Pada Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Penggugat Terhadap
Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai Jaminan Hutang
(Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
D. Tujuan Penelitian
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Untuk mengetahui Bagaimanakah Akibat Hukum Perjanjian Sewa
Menyewa Dan Para Pihak Pada Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan
Penggugat Terhadap Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa
sebagai Jaminan Hutang (Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai wawasan ilmu pengetahuan tentang Bagaimanakah Akibat
Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dan Para Pihak Pada Putusan Hakim
Yang Menolak Gugatan Penggugat Terhadap Sahnya Sebagai Pemilik
Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai Jaminan Hutang (Studi Putusan No
: 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
2. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat dan memberi masukan terhadap :
a. Bagi penyewa.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
kepada penyewa jika  melakukan perjanjian sewa menyewa agar
lebih aman dan terlindungi secara hukum dan mengetahui
bagaimana bentuk akibat hukum yang didapat bagi penyewa pada
Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Penggugat Terhadap
Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai
Jaminan Hutang (Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
b. Bagi pemberi sewa atau yang menyewakan.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
kepada pemberi sewa agar mengetahui Akibat Hukum Terhadap
Perjanjian Sewa Menyewa Dan Para Pihak Pada Putusan Hakim
Yang Menolak Gugatan Penggugat Terhadap Sahnya Sebagai
Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai Jaminan Hutang (Studi
Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
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c. Bagi masyarakat.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan
pengetahuan kepada masyarakat mengenai Bagaimanakah Akibat
Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Dan Para Pihak Pada
Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Penggugat Terhadap
Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai
Jaminan Hutang (Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
d. Bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan serta
dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi literatur di PDIH
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
e. Bagi Penulis.
Hasil Penelitian ini menjadi syarat bagi penulis untuk memperoleh




Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, karena penelitian yuridis Normatif dilakukan dengan
cara menelaah atau meneliti peraturan-perundang-undangan,asas-
asas hukum,dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang
bersumber pada bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder
untuk mengetahui Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Perjanjian
Sewa Menyewa Dan Para Pihak Pada Putusan Hakim Yang Menolak
Gugatan Penggugat Terhadap Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas
Objek Sewa sebagai Jaminan Hutang (Studi Putusan No :
1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
2. Pendekatan Penelitian
Di dalam penelitian hukum ini menggunakan beberapa
pendekatan-pendekatan penelitian hukum, yakni:
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1. Pendekatan Kasus (case approach) yaitu menelaah kasus pada
putusan pengadilan No : 1123/Pdt.G/2019/Pn.Sby. yang berkaitan
dengan isu hukum yang diteliti
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) , Peter Mahmud
Marzuki menyampaikan pendapatnya terkait pendekatan
konseptual yakni pendekatan yang bermula dari pandangan dan
atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang
bertujuan untuk mendapatkan ide-ide yang memiliki kaitan
dengan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, dalam
menciptakan suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu
hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
pendekatan konsep untuk melihat aspek hukum atau konsep-
konsep hukum dan pendapat para ahli yang melatarbelakangi
perjanjian sewa menyewa dalam Putusan No :
1123/Pdt.G/2019/Pn.Sby. memiliki akibat hukum perjanjian sewa
menyewa tersebut batal demi hukum serta mengkaji mengenai
Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa yang batal
demi hukum Dan Para Pihak dalam perjanjian sewa menyewa
tersebut.
3. Jenis Bahan Hukum
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah yakni
antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.
1. Bahan hukum Primer.
a. Pasal 1131, Pasal 1233, Pasal 1313, Pasal 1315, Pasal 1317,
Pasal 1318, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1329, Pasal 1330,
Pasal 1331, Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1335, Pasal 1337,
Pasal 1338, Pasal 1338(3), Pasal 1340, Pasal 1381, Pasal
1446, Pasal 1519, Pasal 1548, Pasal 1549, Pasal 1550, Pasal
1556, Pasal 1557, Pasal 1558, dan Pasal 1560 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata;
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b. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No :
1123/Pdt.G/2019/Pn.Sby
c. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No : 720/PDT/2020/PT
SBY
d. Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 23/69/KEP/DIR tertanggal 28 Februari 1991
e. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman
2. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan hukum sekunder, yang bertujuan untuk memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni:
a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan
yang akan dikaji dalam penulisan proposal penelitian ini.
b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan
penulisan proposal penelitian ini.
c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan proposal
penelitian ini.
d) Jurnal hukum dan literature yang terkait dengan penulisan
proposal penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier.
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bertujuan
untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, yakni:
a) Kamus Hukum
b) Kamus Bahasa Indonesia
c) Kamus Bahasa Inggris
d) Ensiklopedia terkait.
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum
Teknik penelusuran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder atau bahan hukum tersier dilakukan oleh penulis dengan
melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat
pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan-
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perpustakaan pada instansi yang terkait maupun penelusuran melalui
internet.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Setelah melakukan penelusuran bahan hukum baik primer, sekunder,
dan tersier selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut
dengan metode teknik analisis deskripsi, yaitu dengan menganalisis atau
menjelaskan pertimbangan hakim dan hasil putusan pengadilan No :
1123/Pdt.G/2019/Pn.Sby. Kemudian dilakukan penelitian secara in Kronkito
terhadap Putusan nomor:1123/Pdt.G/2019/Pn.Sby dan Ratio decidendi
hakim dalam memutus perkara tersebut  apakah sudah sesuai norma dan
mampu memberikan keadilan bagi semua pihak, kemudian melakukan
penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum
untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan asas-asas hukum, yaitu
dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan
permasalahan.
6. Definisi Konseptual
Definisi Konseptual bertujuan untuk memberikan batasan-batasan
terhadap istilah yang digunakan dan membantu memudahkan pembaca
memahami konsep utama yang dikehendaki penulis.dengan merujuk pada
Undang-undang dan kamus, sebagai berikut :
a. Akibat Hukum
Akibat hukum, adalah akibat yang berasal dari suatu tindakan yang
merupakan tindakan hukum yang dilakukan bertujuan untuk
mendapatkan akibat yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum
b. Putusan Hakim
Putusan Hakim ialah pernyataan hakim selaku pejabat negara yang
berwenang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang kemudian
dituangkan dalam bentuk tertulis dan telah diucapkan oleh Hakim dalam
sidang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak
c. Hak Sewa
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Mengenai Hak sewa dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) UUPA. Aturan
tersebut menjelaskan mengenai hak sewa terhadap tanah dan
bangunan yang intinya ialah hak sewa dapat dimiliki seseorang atau
badan hukum terhadap hak milik suatu tanah dan bangunan milik orang
lain yang dapat digunakannya dengan membayar uang sewa.
d. Objek sewa
Objek sewa adalah objek yang disewakan dalam perjanjian sewa
menyewa dimana dalah hal ini objek tersebut harus berwujud dan halal
yang artinya tidak melanggar undang-undang sebagaimana objek
tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata unsur
3 dan 4 mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
e. Jaminan Hutang
Bahwa dalam Hukum Perdata suatu Hak milik seseorang dapat dijadikan
jaminan atas hutang orang yang memiliki hak tersebut untuk
dilimpahkan kekuasaanya kepada pemberi hutang dengan tujuan untuk
memberikan rasa keamanan dan menjamin pelunasan hutang tersebut.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Umum Tentang Akibat Hukum
Akibat secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah
merupakan hasil akhir dari suatu peristiwa atau perbuatan. Maka akibat
hukum adalah hasil akhir dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum.
Akibat hukum, menurut soeroso ialah akibat dari dilakukannya suatu
tindakan yang bertujuan untuk memperoleh suatu akibat yang ingin dicapai
oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan ialah tindakan
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hukum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum merupakan akibat
dari dilakukannya suatu tindakan hukum.
Syarifin, memberikan pendapat dalam bukunya mengenai akibat
hukum ialah Keseluruhan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau
peristiwa hukum yang dilakukan oleh subyek hukum kepada obyek hukum
ataupun dikarenakan suatu peristiwa atau kejadian tertentu oleh hukum.
Akibat hukum dapat terjadi karena ditentukan oleh hukum.Misalnya
seseorang tidak berbuat apapun tetapi dari sikap pasifnya tersebut dapat
menimbulkan suatu akibat hukum, maka perbuatannya yang tidak
melakukan apapun atau yang pasif tersebut juga dapat dikatakan sebagai
perbuatan hukum.
Akibat hukum dibedakan menurut beberapa wujud antara lain :
1. Berubahnya, muncul atau lahirnya dan musnah atau lenyapnya suatu
keadaan hukum.
2. Berubahnya, muncul atau lahirnya dan musnah atau lenyapnya suatu
keadaan hukum antara dua subyek hukum atau lebih dalam hal ini
kewajiban dan hak para pihak saling berhadapan
3. Dalam hal dilakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka akan
mendapatkan sanksi.
4. Akibat hukum yang terjadi karena adanya suatu kejadian yang darurat
dan oleh hukum dianggap sebagai suatu akibat hukum, dalam hal ini jika
terjadi pada kondisi normal merupakan tindakan terlarang menurut
hukum.
B. Kajian umum tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Pengertian atau definisi dari perjanjian sangat beragam di
KUHPerdata telah diuraikan definisi tentang perjanjian begitupun juga
dengan definisi-definisi yang disampaikan para ahli. pengertian
perjanjian menurut para ahli yaitu antara lain :
Menurut Wierjono Rodjodikoro, perjanjian adalah hubungan
yang sah berkenaan dengan harta benda antara dua belah pihak,
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dimana satu pihak menjamin atau dianggap telah berikrar atau berjanji
untuk melakukan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, sedangkan
pihak lain mempunyai pilihan untuk meminta pelaksanaan.
Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah adanya hubungan
yang sah mengenai hukum di antara 2 (dua) belah pihak atau lebih,
yang memberikan hak atas satu pihak dan komitmen kepada pihak
berikutnya dalam hal suatu prestasi.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Setiawan, perjanjian adalah
hubungan hujum yang sah di mana setidaknya satu individu
mengikatkan diri atau mengikatkan diri pada setidaknya satu individu.
Menurut Syahmin AK, bentuk perjanjian adalah sebagai
rangkaian kata yang mengandung janji atau jaminan yang diucapkan
atau disusun secara tertulis.
Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan
persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama –
sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju
untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan
begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan
perjanjian, persetujuan, kesepakatan,ataupun kontrak dalam
menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk
melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian,
persetujuan atupun kesepakatan pada hubungan yang tidak
mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.
aturan mengenai perjanjian diatur dalam aturan KUHPerdata
pada pasal 1233 dan pasal 1313. pasal-pasal tersebut mengartikan
perjanjian yaitu “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena
persetujuan, baik karena undang-undang.”Subekti mengungkapkan
bahwa hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah perjanjian
melahirkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber dari Perikatan,
meskipun sumbernya bermacam-macam. Perjanjian juga disebut
Persetujuan, karena pihak-pihak dalam perjanjian sepakat dan setuju
untuk mencapai sesuatu. dan pasal tersebut mengartikan perjanjian
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yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”.
Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perjanjian merupakan suatu
perbuatan yang para pihak didalamnya satu sama lain mengikatkan
dirinya untuk mendapatkan suatu hasil tertentu dengan cara
memenuhi kewajiban antar pihak dan memberikan hak kepada pihak
yang lainnya yang dari perjanjian itu menghasilkan sesuatu akibat
hukum.
suatu perjanjian yang dibuat berlaku bagi beberapa pihak yang
dijelaskan dalam aturan pada pasal 1340 dan Pasal 1317 KUHPerdata.
pasal tersebut menjelaskan dalam suatu perjanjian yang dibuat
berlaku untuk pihak mana saja yaitu “ suatu perjanjian hanya berlaku
antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat
membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak
ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam aturan pasal 1317”
dan “ Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu
janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga, apabila suatu penetapan
janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu
pemberian yang dilakukannya kepada seseorang lain, memuat suatu
janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti
itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut
telah menyatakan hendak mempergunakannya.”
Dari kedua pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isi dari
perjanjian dan hal-hal apa saja  yang diperjanjikan hanya berlaku pada
pihak-pihak yang sepakat dalam perjanjian tersebut dan tidak boleh isi
perjanjian hak atau kewajiban beralih kepada pihak ketiga tetapi
apabila ada pihak ketiga yang memiliki hak atau pun kewajiban dalam
perjanjian tersebut maka pihak ketiga tersebut wajib mengetahui
seluruh isi perjanjian dan menyepakati seluruh perjanjian yang
mempergunakannya.
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian
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Hukum perjanjian didalamnya terdiri dari  lima asas antara lain :
a. Asas kebebasan berkontrak atau dapat disebut freedom of contract
Asas kebebasan berkontrak memiliki pengertian bahwa setiap individu
bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas
melakukan perjanjian dengan siapapun , bebas tentang apa yang akan
ditulis dalam perjanjian atau yang diperjanjikan serta  bebas untuk
menetapkan syarat-syarat perjanjian.
b. Asas Konsensualisme (concensualism)
Dalam Asas konsensualisme untuk melahirkan sebuah perjanjian maka
hanya dibutuhkan kata sepakat saja. Maka pihak-pihak yang ada dalam
perjanjian harus sepakat dengan perjanjian tersebut sehingga
perjanjian tersebut sudah sah menurut hukum dengan memperhatikan
dan menaati syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan pada
Pasal 1320  KUHPerdata yang berbunyi :
“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) suatu hal tertentu
4) suatu sebab yang halal.”
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Asas Konsesualisme telah
dijelaskan pada syarat sahnya perjanjian pasal 1320  KUHPerdata
khususnya pada unsur no 1 sepakat mereka yang  mengikatkan dirinya.
c. Asas Pacta Sunt Servanda
Dalam KUHPerdata Pasal 1338 dijelaskan tentang Asas Pacta Sunt
Servanda. pasal tersebut menjelaskan bahwa “seluruh perjanjian yang
telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
substansi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus
dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati dan
jika ada pihak yang menyalahgunakan perjanjian tersebut maka pihak
yang melanggar dapat dipaksakan dan dituntut untuk memenuhi apa
yang telah ia langgar dan apabila tetap tidak dilaksanakan maka pihak
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yang melanggar tersebut dapat dikenakan sanksi maupun ganti rugi
yang telah disepakati bersama.
d. Asas Itikad Baik
Dalam KUHPerdata pasal 1338 ayat (3) dijelaskan bahwa perjanjian
yang dibuat harus memperhatikan tentang asas itikad baik. pasal
tersebut memberikan pengertian bahwa “suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.” Dapat disimpulkan bahwa substansi
yang dibuat dalam perjanjian harus berdasar pada itikad yang baik.
Dalam Perjanjian dapat dilihat apakah substansi dalam perjanjian
tersebut berdasar pada itikad baik apabila didasari oleh kepatuhan
ataupun keadilan sedangkan perbuatan yang dilaksankan tidak dengan
itikad baik atau dengan itikad buruk dapat terlihat pada perbuatan-
perbuatan pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut bagaimana
cara pihak dalam melaksanakan prestasi nya,dll.
Menurut Subekti mengenai asas itikad baik dibagi menjadi dua macam
antara lain itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik
subjektif ialah kejujujuran. Kejujuran harus ada sebelum
dilaksanakannya suatu perjanjian. Maka dapat disimpulkan pada saat
prakontraktual itikad baik subyektif telah ada. Sedangkan itikad baik
objektif ialah pada tahap  prakontraktual telah ada kepatuhan dan
keberadaan. Hal ini karena pada tahap kontraktual isi perjanjian berupa
hak dan kewajiban harus dilaksankan dengan itikad baik juga. Di tahap
kontraktual yang berwenang menilai apakah dalam suatu perjanjian
terdapat kepatuhan atau tidak adalah hakim. Itikad baik objektif
memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa tentang isi atau hak dan
kewajiban didalam perjanjian.
e. Asas kepribadian (personality).
Aturan mengenai Asas kepribadian (personality) diatur dalam Pasal
1315 jo pasal 1318 jo pasal 1340 KUHPerdata. pasal pasal tersebut
mengatur mengenai Asas kepribadian (personality) yaitu antara lain
“pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri
atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya seorang
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diri.” “jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal maka dianggap
bahwa itu adalah untuk ahli waris –ahli warisnya dan orang-orang yang
memperoleh hak daripadanya. Kecuali jika dengan tegas ditetapkan
atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak sedemikianlah
maksudnya.” dan “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak
yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi
kepada pihak ketiga dan tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat
manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”
Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1317 KUHPerdata. Pasal
tersebut menjelaskan “ Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta
ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga,
apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya
sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seseorang
lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah
memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali,
apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak
mempergunakannya.”
Maka apabila ada pihak ketiga yang memiliki hak atau pun kewajiban
dalam perjanjian tersebut maka pihak ketiga tersebut wajib mengetahui
seluruh isi perjanjian dan menyepakati seluruh perjanjian yang
mempergunakannya.
3. Hapusnya Perjanjian
Dalam dalam pasal 1381 KUHPerdata telah diatur tentang apa saja
yang dapat menghapuskan suatu perikatan , perikatan ialah hubungan yang
timbul dari suatu perjanjian. Dari pasal tersebut dijelaskan apa-apa saja
yang menghapuskan perjanjian antara lain :
a. dikarenakan pembayaran
b. dikarenakan penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan
atau penitipan
c. dikarenakan pembaharuan utang
d. dikarenakan perjumpaan utang atau kompensasi
e. dikarenakan pencampuran utang
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f. dikarenakan pembebasan utangnya
g. dikarenakan musnahnya barang yang terutang
h. dikarenakan kebatalan atau pembatalan
i. dikarenakan berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu
buku ini
j. dikarenakan liwatnya waktu, hal mana akan ditur dalam suatu bab
tersendiri.
C. Kajian umum tentang Perjanjian Sewa Menyewa
Dalam rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa menyewa berasal
dari kata  “sewa” berarti pemanfaatan sesuatu dengan membayar sewa.
Sedangkan "menyewa" berarti pemakaian dengan membayar harga sewa.
Pengertian atau definisi sewa menyewa menurut para ahli :
Yahya Harahap, memberikan pengertian mengenai Sewa menyewa
ialah perjanjian diantara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.
Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban menyerahkan produk atau
barang yang disewakan kepada pihak penyewa untuk dipergunakannya.
Richard Eddy memberikan pengertian mengenai Sewa menyewa ialah
suatu perjanjian, yakni satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan
kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satunya dalam jangka waktu
yang telah disepakati, dengan membayar angsuran suatu harga yang telah
disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian.
Wiryono Projodikoro, mengungkapkan bahwa sewa menyewa barang
adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik barang tersebut kepada pihak
lain untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat
pembayaran uang sewa oleh pemakai barang tersebut kepada pemilik
barang tersebut
Aturan yang mengatur mengenai sewa menyewa diatur dalam pasal
1548 sampai pasal 1600 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut sewa menyewa
memiliki pengertian yaitu “Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian,
yakni pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak
yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu
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dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut
belakangan itu telah disanggupi pembayarannya.”
dalam aturan pada KUHPerdata tersebut dijelaskan mengenai Objek
yang dalam perjanjian sewa menyewa ialah “Semua jenis barang baik yang
bergerak, maupun baik yang tak bergerak dapat disewakan.”
Aturan mengenai sewa menyewa juga dijelaskan dalam Pasal 12
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang
Perumahan Dan Permukiman. Undang-undang ini memberikan pengertian
mengenai sewa menyewa yaitu"
(1) “Penghunian rumah yang ditempati oleh pihak yang bukan pemilik sah
apabila ada persetujuan atau izin pemilik sah.
(2) Penghunian yang dimaksudkan pada ayat (1), dapat dilakukan dengan
cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa.
(3) Penghunian rumah yang dimaksudkan pada ayat (2) dengan cara sewa
menyewa dilakukan dengan suatu perjanjian tertulis, lain halnya dengan
penghunian rumah yang dilakukan bukan dengan sewa menyewa dapat
dilakukan dengan perjanjian tertulis.
(4) Penyewa memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh dengan batas
waktu berakhirnya sewa sebagaimana yang telah diatur dalam
perjanjian tertulis.
(5) Dengan  hal penyewa yang dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia
meninggalkan rumah yang disewa sesuai dengan jangka waktu sewa
yang telah diatur dalam perjanjian, penghunian tersebut dinyatakan
tidak sah atau tanpa hak dengan itu pemilik rumah dapat memintakan
bantuan pada instansi Pemerintah yang memiliki wewenang untuk
melakukan penertiban.
(6) Sewa menyewa rumah yang dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis
atau tertulis tanpa batas jangka waktu yang telah berlangsung sebelum
berlakunya Undang-undang ini maka telah dinyatakan berakhir dalam
waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.”
Para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara lain :
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1. Pemberi sewa adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum
yang sah yang menyewakan suatu obyek barang kepada pihak lain yang
bertekad untuk pemanfaatan obyek barang oleh  penyewa. Pemberi
sewa obyek barang tidak hanya pemilik barang tersebut, tetapi setiap
orang yang memiliki hak kontrol yang penting untuk memindahkan
penggunaan barang tersebut ke kelompok lain. Hal ini karena dalam
sewa yang diserahkan kepada penyewa, bukan merupakan hak milik
barang tetapi hanya pilihan untuk memanfaatkan atau mengumpulkan
hasil dari objek barang yang disewa.
2. Penyewa, ialah setiap perseorangan atau badan hukum yang menyewa
objek barang dari pihak yang memberikan sewa. menurut Hofmann dan
De Burger barang-barang yang dapat menjadi objek sewa menyewa
adalah barang berwujud saja, sedangkan menurut Asser,Van Brekel,
dan Vollmar bahwa yang dapat menjadi objek pada perjanjian sewa
menyewa bukan objek barang yang berwujud saja yang mana hak-hak
juga dapat dijadikan objek sewa menyewa, yang mana putusan “Hoge
Raad” tanggal 8 Desember 1922 menguatkan pendapat tersebut yang
berpendapat bahwa memungkinkan suatu hak untuk memburu hewan
disewakan (jachtrecht)
Mengenai kewajiban pemberi sewa atau pihak yang menyewakan
dijelaskan dalam KUHPerdata pasal 1550. Pasal tersebut menjelaskan yaitu:
“Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat dari perjanjian, dan
dengan tak perlu ada suatu janji untuk itu :
1. menyerahkan objek barang sewa kepada penyewa;
2. melakukan pemeliharaan terhadap objek yang disewakan, sehingga
barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang diinginkan;
3. memberikan si penyewa kenikmatan yang tenterám daripada barang
yang disewakan selama berlangsungnya sewa.”
Sedangkan aturan yang mengatur mengenai kewajiban bagi Penyewa
diatur dalam KUHPerdata pasal 1560. Dalam aturan atau pasal tersebut
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dijelaskan mengenai kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa menyewa
yaitu  :
“Penyewa harus melakukan dua kewajiban utama:
1. untuk memakai objek atau barang yang disewa sebagai seorang bapak
rumah yang baik, sesuai dengan alasan barang tersebut menurut
perjanjian sewa menyewa, atau jika tidak ada suatu perjanjian
mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan yang dipersangkakan
berhubung dengan keadaan;
2. untuk menindaklanjuti pembayaran biaya sewa pada waktu yang telah di
sepakati.”
Sedangkan Hak-hak bagi para pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa
antara lain :
1. Hak yang diperoleh bagi pihak yang menyewakan, yaitu menerima
prestasi dari penyewa berupa harga sewa yang telah disepakati.
2. Hak yang diperoleh bagi Penyewa, yaitu menerima barang yang
disewanya dalam keadaan baik dan kenikmatan yang tentram daripada
barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.
D. Kajian umum tentang Jaminan
Subekti, berpendapat  bahwa, Hak-hak kebendaan di atas benda orang
lain, antara lain ialah Hak Pand dan Hypotheek yang memiliki arti bahwa
kedua hak kebendaan tersebut memberikan kekuasaan atas suatu benda
tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan bagi hutang seseorang.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Perdata
suatu Hak milik seseorang dapat dijadikan jaminan atas hutang orang yang
memiliki hak tersebut untuk dilimpahkan kekuasaanya kepada pemberi
hutang dengan tujuan untuk menjamin pelunasan hutang tersebut.
Jaminan secara umum diatur dalam aturan KUHPerdata pasal 1131.
aturan tersebut mengartikan jaminan secara umum sebagai “ segala
kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik
yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Implementasi pasal
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tersebut menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok
Hukum Perdata adalah seseorang sering merasa belum puas dengan
jaminan secara umum tersebut kemudian ia meminta untuk suatu benda
tertentu dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan. Sehingga apabila
orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang memberi
hutang dapat dengan pasti dan mudah untuk mendapatkan hak nya
terhadap orang yang berhutang, dengan mendapat kedudukan yang lebih
tinggi daripada penagih-penagih hutang lainnya.
Menurut M.Bahsan jaminan merupakan Sesuatu yang diterima oleh
kreditur yang diserahkan dari debitur dengan tujuan untuk menjamin suatu
utang piutang dalam masyarakat
Hadisoeprapto berpendapat bahwa, jaminan merupakan  sesuatu yang
diberikan kepada kreditor yang bertujuan untuk memberikan keyakinan
bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan
uang yang timbul dari suatu perikatan.
Sedangkan Rivai memberikan pendapat bahwa, jaminan merupakan
hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang oleh debitur diserahkan
kepada lembaga keuangan yang bertujuan untuk menjamin pelunasan
utangnya apabila pembiayaan yang didapatkan debitur tidak dapat dilunasi
sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau
adendumnya.
E. Kajian umum tentang Batal Demi Hukum
Hapusnya perjanjian salah satunya terjadi karena Pembatalan atau
Kebatalan Pembatalan atau Kebatalandapat dibagi dalam dua hal pokok,
yaitu:
1. Dapat dibatalkan.
Dapat dibatalkan, akan mempunyai akibat setelah ada putusan
hakim yang membatalkan perjanjian atau perikatan tersebut. Sebelum
ada putusan, dan jika tidak ada pihak yang menuntut pembatalan
kepada Pengadilan maka perbuatan hukum yang bersangkutan tetap
berlaku. Contoh: A seorang yang tidak cakap untuk membuat
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perikatan telah menjual sebidang tanah kepada B sehingga B menjadi
pemilik. Akan tetapi kedudukan B belum pasti karena wali dari A atau A
sendiri setelah cukup umur dapat mengajukan kepada hakim
pembatalan terhadap jual-beli dan penyerahan sebidang tanah
tersebut.
2. Batal demi hukum.
suatu perjanjian atau perikatan dapat menjadi batal demi
hukum, karena kebatalannya terjadi berdasarkan undang-undang
contohnya persetujuan dengan causa tidak halal. akibat Batal demi
hukum adalah perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum
dianggap tidak pernah terjadi. Contoh: jika ada seseorang berinisial A
menghadiahkan sebidang tanah kepada seseorang berinisial B dengan
akta bawah tangan, maka B tidak menjadi pemilik, karena perbuatan
hukum yang dilakukannya ialah batal demi hukum.
Perjanjian menjadi batal demi hukum ialah jika perjanjian tersebut
bertentangan atau tidak memenuhi syarat objektif pada ketentuan syarat
sahnya suatu perjanjian. syarat objektif pada syarat sahnya suatu perjanjian
dijelaskan dalam ketentuan pasal 1320 unsur 3 dan unsur 4  KUHPerdata
yaitu :
a. unsur 3 “suatu hal tertentu”.
b. unsur 4 “suatu sebab yang halal”.
Perjanjian yang dikatakan batal demi hukum, sehingga tidak dapat
dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif
dari syarat sahnya suatu perikatan.
Suatu hal tertentu yang tidak berwujud atau tidak memiliki wujud
dalam kebendaan yang telah ditentukan dan disepakati, yang merupakan
objek dalam suatu perjanjian, sehingga berarti jelas perjanjian tidak pernah
ada, dan karenanya tidak pernah ada pula terbit perikatan di antara para
pihak (pihak yang dimaksudkan membuat perjanjian itu). Perjanjian yang
demikian itu kosong adanya.
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J.Satrio memberikan pendapat bahwa, yang dimaksud dengan suatu
hal tertentu pada perjanjian merupakan suatu bentuk objek atau barang
prestasi dalam perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling
sedikit dapat ditentukan jenisnya
Suatu sebab yang halal sulit ditentukan rumusannya pada perjanjian.
Para pihak yang merencanakan suatu perjanjian dapat menyebutkan apa
saja dalam isi perjanjian, meskipun sebenarnya perjanjian itu terbit dari
suatu sebab yang tidak halal atau bertentangan oleh undang-undang serta
melanggar kesusilaan baik maupun ketertiban umum, menjadi tampak
sebagai suatu perjanjian yang diperkenankan oleh hukum. Dalam hal ini
maka yang terpenting adalah mewujudkan prestasi yang dilaksanakan salah
satu pihak atau lebih pada perjanjian tersebut.
Menurut Sri Sudewi, batal demi hukum atau kebatalan itu ada  2 (dua)
macam:
1. Batal secara mutlak (absolute nietig) terjadi dalam perjanjian apabila :
a. terdapat cacat bentuk;
b. bertentangan atau dilarang oleh undang-undang;
c. bertentangan dengan kesusilaan (moraal);
d. bertentangan dengan ketertiban umum (orde public)
2. Batal secara relatif (relatieve nietig) yaitu, Jika perjanjian tersebut hanya
dianggap berlaku bagi pihak-pihak tertentu dan dianggap tidak berlaku
bagi orang-orang atau pihak lainnya
Dalam bukunya Djohari Santoso dan Ahmad Ali, memberikan pendapat
bahwa, Jika perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum, maka pihak
yang satu tidak dapat menuntut pihak lainnya berdasarkan perjanjian itu dan
hakim secara ex officio wajib mengatakan bahwa suatu perjanjian atau
perikatan tersebut tidak pernah ada
F. Kajian umum tentang Putusan Hakim
Drs. H.A. Mukti Arto SH. Memberikan pengertian bahwa, Putusan
ialah bentuk pernyataan Hakim dalam bentuk tertulis dan pernyataan
tersebut telah dinyatakan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk
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umum, yang merupakan  hasil dari pemeriksaan perkara gugatan
(kontentius).
Soeparmono mengatakan bahwa, Putusan Hakim adalah suatu
penegasan oleh seorang hakim sebagai penyelenggara negara yang disetujui
untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang berkekuatan hukum serta
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman  dengan mengatakannya dalam
suatu di dalam persidangan suatu perkara dengan tujuan untuk mengakhiri
perkara tersebut.
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa, Putusan
Hakim merupakan penegasan oleh hakim, sebagai penyelenggara negara
yang disetujui untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang berkekuatan
hukum serta melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk memberikan
hasil dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau
sengketa antara para pihak didalam persidangan.
Yahya Harahap membedakan jenis-jenis putusan hakim yakni antara lain :
1. Menurut aspek kehadiran pihak
a. Putusan menggugurkan gugatan atau gugatan gugur
Hakim berwenang memberikan putusan menggugurkan gugatan
penggugat dan oleh karena itu penggugat dijatuhi hukuman untuk
membayar biaya perkara. Putusan gugatan gugur dapat terjadi
apabila  penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah
dijadwalkan, serta tidak memerintahkan kuasa hukum nya atau
wakilnya untuk hadir dalam persidangan yang mana dalam hal ini
penggugat telah dipanggil secara patut.
b. Putusan verstek
Hakim menjatuhkan putusan verstek apabila pada sidang pertama
pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut oleh juru sita  tidak
hadir dalam persidangan yang telah dijadwalkan dan tanpa alasan
yang sah. Putusan verstek ialah  gugatan diterima tanpa kehadiran
tergugat Dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 125 HIR.
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c. Putusan contradictoir
Putusan contradictoir ialah saat putusan dibacakan dengan melihat
kehadiran para pihak saat itu. Dalam hal ini putusan contradictoir
dibagi menjadi dua antara lain :
1. Para pihak hadir, pada saat putusan dibacakan
2. Salah satu pihak ada yang tidak hadir, pada saat putusan
dibacakan.
2. Putusan menurut sifatnya
a. Putusan Deklarator
Putusan deklarator adalah suatu pernyataan atau perkataan hakim
yang ditulis dalam sebuah putusan yang diputuskan. Perkataan
hakim itu didalamnya termuat tentang penjelasan atau penetapan
terhadap suatu hak, titel ataupun status. Pernyataan tersebut
dituangkan didalam diktum atau amar putusan.
Sebagai contoh, putusan yang memberikan pernyataan terhadap
sahnya suatu perkawinan, perjanjian jual beli, sah atau tidak sah
sebagai hak milik penggugat  atas objek atau benda yang sedang
diperkarakan, sah atau tidaknya sebagai ahli waris terhadap harta
yang sedang diperkarakan yaitu harta warisan. Maka dapat
disimpulkan bahwa, putusan deklarator isinya yaitu berupa
pernyataan atau penegasan terhadap suatu status, suatu keadaan
maupun kedudukan hukum.
b. Putusan Konstitutif
Putusan konstitutif merupakan putusan yang didalamnya berisi
suatu penegasan terhadap suatu kondisi atau keadaan hukum,
Mengenai sifatnya dibagi dua yaitu yang pertama bersifat untuk
meniadaakan suatu keadaan hukum dan sifat yang kedua yaitu
menimbulkan suatu kondisi hukum yang baru.
Misalnya, putusan terhadap perceraian, yang mana putusan
tersebut memiliki sifat menghilangkan  suatu keadaan hukum, yakni
menghilangkan suatu ikatan perkawinan yang sah antara suami dan
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istri, sehingga dengan hal itu timbul suatu keadaan hukum yang
baru yang mana suami menjadi duda dan  istri menjadi janda.
Dapat disimpulkan bahwa, antara putusan deklaratif dan putusan
konstitutif berkesinambungan. Sebagai contoh putusan konstitutif
yang memberikan pernyataan perjanjian batal. Berdasar pada amar
yang bersifat deklaratif, yang menyatakan hubungan hukum atau
keadaan yang mengikat pihak-pihak dalam perjanjian tersebut tidak
sah, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal.
c. Putusan Kondemnator
Putusan kondemnator merupakan putusan yang berisi amar berupa
pemberian hukuman kepada salah satu pihak yang berperkara.
Putusan yang memiliki sifat kondemnator ini selalu
berkesinambungan dengan  amar deklaratif dan juga  konstitutif.
Dapat disimpulkan bahwa, amar kondemnator merupakan asesor
dari amar deklarator dan konstitutif, yang mana dalam hal jika
tanpa adanya amar deklaratif terlebih dulu amar tersebut tidak ada,
amar deklaratif tersebut memberikan penegasan terkait hubungan
hukum di antara pihak-pihak yang ada dalam sengketa. Maka hal
tersebut berbeda dengan amar deklaratif yang dapat berdiri sendiri
meskipun tanpa adanya amar putusan kondemnator.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, amar putusan
kondemnator antara lain:
a. Tidak dapat dipisahkan atau berkesinambungan dengan amar deklaratif,
Maka dalam hal ini amar deklarator merupakan conditio sine qua
non atau dengan kata lain ialah syarat mutlak untuk memberikan
putusan kondemnator;
b. Sebelum memutuskan amar kondemnator maka harus memutuskan
Amar deklarator terlebih dulu .
Misalnya, dalam hal perkata terkait harta warisan pada para ahli waris.
Amar deklarator menyampaikan penegasan bahwa penggugat dan
tergugat merupakan ahli waris yang sah, dan objek sengketa ialah harta
43
warisan pewaris yang sah serta penguasaan tergugat merupakan
penguasaan tanpa hak terlebih dahulu sebelum kemudian memutuskan
Amar kondemnator yang menyatakan hukuman kepada tergugat untuk
melakukan dan memberikan pembagian harta warisan.
Bila tidak ada amar deklarator terlebih dulu seperti yang dijelaskan
diatas, hakim tidak mungkin memutuskan amar kondemnator yang
menyatakan hukuman pada tergugat untuk memberikan harta tersebut dan
kemudian memberikan hukuman kepada mereka untuk melakukan
pembagian harta warisan.
Terhadap Putusan amar deklarator yang tanpa adanya amar
kondemnator tidak mendapat kegunaan, dikarenakan putusan tersebut tidak
efektif dalam penyelesaian suatu sengketa.  Kemudian , putusan seperti itu
menjadikan suatu sengketa menjadi tidak tuntas, jika tidak adanya amar
kondemnator, dikarenakan pelaksanaan terhadap suatu putusan tidak dapat
melalui paksaan dan dilakukan eksekusi, jika dalam hal ini tergugat tidak
mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela.
3. Putusan dapat ditinjau pada saat diputuskannya atau dijatuhkannya
a. Putusan sela
Putusan sela ialah dapat dikatakan putusan sementara, putusan
insidentil maupun incidental vonnis , dan tussen vonnis yang
pengertiannya ialah  putusan antara.
b. Putusan akhir
Putusan akhir dengan kata lain final judgement dalam common
law,  merupakan putusan yang diputuskan pada akhir atau sebagai
akhir dalam pemeriksaan suatu perkara. Putusan ini ialah bentuk
perbuatan dari hakim yang berdasar pada hukum sebagai penguasa
atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memberikan
penegasan dan mengakhiri sengketa yang sedang dalam proses
untuk diakhiri bagi para pihak yang sedang berperkara.
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Putusan akhir dalam suatu sengketa atau perkara yang diputuskan
oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam persidangan, umumnya
mengandung sanksi yang berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan
dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam
Hukum Acara Perdata ataupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat
dipaksakan kepada siapapun para pelanggar hak tanpa pandang bulu, tetapi
perbedaannya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa
pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah
dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam
suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya




A. Posisi Kasus Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby.
A.1 Kasus Posisi Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby
Posisi kasus dalam putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.
sebagai berikut :
Tergugat 1 (DV)  membeli Apartemen yang terletak di
Apartemen Tanglin Tower Unit No. : 31-25, Supermall Mansion , Jl.
Puncak Indah Lontar 2 Kota Surabaya, sebagaimana Akta Perjanjian
Pengikatan Jual  Beli (PPJB) Notaris dan PPAT Felicia Imantaka, S.H.,
Nomor : 0121/PP/PPJB-TANGLIN/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014.
Tergugat 1 (DV)   membeli apartemen tersebut melalui fasilitas kredit
Tergugat 2 (Bank) Pada perjanjian kredit pada tanggal 08 Agustus
2016 yang mana dalam perjanjian kredit itu pada pasal III huruf D
berbunyi : “Selama berlakunya Perjanjian Kredit ini Agunan atau
jaminan yang telah diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam
Perjanjian Kredit ini tidak boleh diagunkan, dijual, atau dialihkan
dengan cara apapun kepada pihak lain atau disewakan dengan
tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank"
Apartemen tersebut dibeli dari Tergugat 3 (Developer) yang
mana  antara Tergugat 2 (Bank)  dan Tergugat 3 (Developer)  terdapat
perjanjian yaitu Perjanjian Kerjasama Program Mandiri tanggal 23
Februari 2012 (berlaku dan mengikat Bank dan Developer) dan dalam
Perjanjian Kerjasama Program Mandiri tersebut pada pasal 3.1
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berbunyi :  “Pengembang memberikan jaminan untuk
memberikan pelunasan terhadap seluruh fasilitas kredit Debitur
yang berupa pokok hutang, bunga dan denda atau jaminan
untuk membeli kembali Tanah dan Bangunan/Satuan Rumah
Susun dalam hal terjadi:
a. Debitur lalai atau Pengembang lalai sebagaimana yang diatur
dalam Perjanjian Kerjasama.
b. Debitur telah meninggal dunia; dalam kedua hal tersebut
mana yang lebih dahulu terjadi”
Seiring dengan masih berjalannya Kredit Pemilikian Apartemen
yang dilakukan antara Tergugat 1 (D V) dengan Tergugat 2 (Bank).
Pada tanggal 14 maret 2017 Tergugat 1 (D V) menyewakan objek
tersebut kepada Penggugat (E B)  tanpa persetujuan Tergugat 2
(Bank) Pada perjanjian sewa menyewa tanggal 14 maret 2017 dan
telah dibayar lunas oleh Penggugat (EB) sebesar Rp.300.000.000,-
(Tiga Ratus Juta Rupiah) Untuk jangka waktu sewa selama 12 tahun
terhitung sejak 1 Agutus 2017 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus
2029.
Bahwa, setelah sewa - rnenyewa berjalan, Penggugat (Penyewa)
baru mengetahui bahwa atas obyek sengketa masih belum lunas
kepada Tergugat II (Bank), sehingga dengan belum lunasnya obyek
sengketa tersebut  yang disebabkan macetnya pembayaran angsuran
atas pembiayaan obyek sengketa, serta informasi terbaru yang
Penggugat (Penyewa) dapat, bahwa atas obyek sengketa akan diambil
alih oleh Tergugat III sebagai Developer atas obyek sengketa, maka
Penggugat (Penyewa) akan terganggu haknya dalam menikmati obyek
sengketa sebelum jangka waktu sewa berakhir yaitu pada tanggal 1
Agustus 2029. Yang mana dalam rangka melakukan penagihan,
kepada Debitur/Tergugat 1 (D V), Tergugat 2 (Bank) telah melakukan
penagihan dan peringatan dengan surat tertulis antara lain:
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 Nomor : RTR.RCR/CCR.SBY/3389/2017 pada tanggal 31 Oktober
2017 dengan periha; SP 1 Buyback.
 Nomor : RTR.RCR/CCR.SBY/861/2017 pada tanggal 16 Januari 2018
dengan perihal SP 2 Buyback.
 Nomor : RTR.RCR/CCR.SBY/0423/2017 pada tanggal 30 Januani
2018 dengan perihal SP 3 Buyback;
Bahwa, berdasarkan fakta-fakta penagihan dan peringatan
secara tertulis diatas Debitur/Tergugat I (D V) telah melakukan
kelalaian dan telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 3. 1
Perjanjian Kerjasama Program Mandiri. Sehingga, dengan demikian
berdasarkan kesepakatan sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal
3. 1 Perjanjian Kerjasama Program Mandiri tanggal 23 Februari 2012.
Tergugat 2 (Bank) melalui surat nomor RTR.RCR/CCR.SBY/0664/2018
tertanggal 14 Februari 2018 telah mengirimkan surat klaim buyback
kepada Tergugat 3 (Developer).
Kemudian Penggugat (EB) mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukum dalam Surat gugatannya tanggal 08 November 2019
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan
Nomor : 123/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 11 Nopember 2019, dalam
surat gugatan tersebut dalam gugatannya pada poin nomor 3 sebagai
berikut :
“Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik
hak sewa atas obyek sengketa, dan berhak menempati atas obyek
sengketa sampai dengan jangka waktu sewa berakhir pada tanggal 1
Agustus 2029, berdasarkan Perjanjian Sewa Apartemen tanggal 14
Maret 2017.”
Kemudian Hakim memutus menolak seluruh gugatan penggugat
seluruhnya dengan dasar pertimbangan hukum yakni “Menimbang,
bahwa karena pokok gugatan dari surat gugatan penggugat
dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum, sehingga dengan itu
haruslah dinyatakan bahwa gugatan pihak Penggugat ditolak.”
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A.2 Isi Gugatan Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby.
Di dalam Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby. Penggugat
selaku Penyewa yang merasa dirugikan hak sewanya mengajukan
gugatan dalam Surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2019 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan
Perkara Nomor : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby., tertanggal 11 Nopember
2019 dengan pokok gugatan antara lain sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan pihak Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 ialah
Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah berdasar pada hukum bahwa Penggugat sebagai
pemilik hak sewa atas obyek sengketa, dan berhak menempati atas
obyek sengketa sampai dengan jangka waktu sewa berakhir pada
tanggal 1 Agustus 2029, berdasar pada Perjanjian Sewa Menyewa
Apartemen tanggal 14 Maret 2017;
4. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk
mentaati Hak Sewa Penggugat terhadap Objek Sengketa
sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa antara Penggugat dengan
Tergugat 1 berdasar pada Perjanjian Sewa menyewa Apartemen
rtanggal 14 Maret 2017, serta tidak melakukan Perbuatan Hukum
apapun sampai dengan jangka waktu sewa Penggugat habis yaitu
pada tanggal 1 Agustus 2029;
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara
tanggung renteng untuk melakukan pembayaran uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari
apabila Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 lalai dalam
melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak perkara ini
diputus oleh Majelis Hakim pemenksa perkara;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan
pelaksanaanya terlebih dahulu (uitvoerbaar by voorraad) meskipun
ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
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7. Menghukum Tergugat 1 untuk melakukan pembayaran terhadap
seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;
ATAU:
Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memiliki pendapat lain,
mohon diberikan putusan yang seadil - adilnya (Ex aequoet bono)
A.3 Isi Memori banding Pembanding/Penggugat Putusan No :
720/PDT/2020/PT SBY
Setelah Putusan Perkara No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby telah
diputuskan oleh Hakim yang menyatakan gugatan penggugat
seluruhnya ditolak termasuk gugatan penggugat dalam surat
gugatannya pada poin no 3 (tiga) Yaitu untuk Menyatakan sah
berdasar pada hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik hak sewa
atas obyek sengketa, dan berhak menempati atas obyek sengketa
sampai dengan jangka waktu sewa berakhir pada tanggal 1 Agustus
2029, berdasar pada Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen tanggal 14
Maret 2017. Dengan hal itu kemudian penggugat mengajukan banding
sebagai upaya hukum yang dilakukannya dengan mengajukan memori
banding pada tanggal 28 September 2020 diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 September 2020. Alasan alasan
banding dalam memori banding yang diajukan
Pembanding/Penggugat  yang pada pokoknya mengajukan
permohonan antara lain :
1. Bahwa, Pembanding / Penggugat tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
yang menyatakan perjanjian sewa yang dibuat antara Penggugat
dengan Tergugat I adalah tidak berdasarkan kepada itikad baik,
sehingga perjanjian sewa tersebut adalah cacat hukum dan tidak
memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, mengingat pada
saat Perjanjian Sewa atas obyek sengketa dibuat oleh Pembanding
/Penggugat dan Terbanding I / Tergugat I, Pembanding
/Penggugat tidak mengetahui bahwa atas obyek sengketa telah
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terikat perjanjian antara Terbanding I / Tergugat I dengan
Terbanding II / Tergugat II, yang mana didalam perjanjian
tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa Terbanding I /
Tergugat I tidak diperbolehkan untuk menyewakan obyek
sengketa kepada siapapun juga tanpa seizin Terbanding II /
Tergugat II, sepengetahuan Pembanding / Penggugat pada saat
obyeksengketa disewakan oleh Terbanding I/Tergugat I kepada
Pembanding / Penggugat, atas obyek sengketa dalam kondisi baik-
baik saja, tidak terikat dengan sengketa apapun juga, serta tidak
menjadi jaminan pada pihak manapun juga; Berdasarkan hal – hal
tersebut diatas, Pembanding / Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenan untuk memeriksa dan
memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :
MENGADILI :
Menerima Memori Banding Pembanding / Penggugat;
Dalam Eksepsi :
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
1123/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 15 Juli 2020;
Dalam Pokok Perkara :
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
1123/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 15 Juli 2020;
Dan
Mengadili Sendiri :
1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik
hak sewa atas obyek sengketa, dan berhak menempati atas
obyek sengketa sampai dengan jangka waktu sewa berakhir
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pada tanggal 1 Agustus 2029, berdasarkan Perjanjian Sewa
Apartemen tanggal 14 Maret 2017;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk
mentaati Hak Sewa Penggugat atas Obyek Sengketa
sebagaimana Perjanjian Sewa– Menyewa antara Penggugat
dan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa Apartemen
tanggal 14 Maret 2017, serta tidak melakukan Perbuatan
Hukum apapun sampai dengan jangka waktu sewa Penggugat
habis pada tanggal 1 Agustus 2029;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara
tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila
Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai melaksanakan
putusan atas perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus
oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada Upaya
Hukum Verzet,Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang
timbul atas perkara ini.
A.4 Dasar Pertimbangan Hakim Putusan No : 1123 / Pdt .G /
2019/Pn.Sby. dan Dasar pertimbangan hukum banding
Putusan No : 720/PDT/2020/PT SBY
A.4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Putusan No : 1123 / Pdt .G
/ 2019/Pn.Sby
Majelis hakim dalam pertimbangan hukum memberikan
pertimbangannya sebagai berikut, “Menimbang, bahwa
berdasar pada perjanjian kredit perumahan antara Tergugat 1
dengan Tergugat 2 dan bukti T-II-3 dihubungkan dengan
syarat-syarat Perjanjian kredit vide bukti T-II-4, sehingga
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diperoleh fakta bahwa terhadap objek sewa dalam perjanjian
sewa-menyewa antara Penggugat dan Tergugat 1, telah
terlebih dahulu lahir kesepakatan yang merupakan perjanjian
kredit antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, yang mana dalam
perjanjian kredit tersebut terdapat klausul yang menyatakan
bahwa pihak Tergugat 1 tidak diperbolehkan untuk
menyewakan objek sewa menyewa kepada siapa pun tanpa izin
tertulis dari Tergugat 2 terlebih dahulu.”
Dari pertimbangan hukum yang disampaikan majelis
hakim diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila Bukti T-II-
3 yang mana merupakan Fotocopy Akte Perjanjian Kredit
Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor :
DSB.R08/SBN.CLN/PK.KPR/059/2016 tanggal 08 Agustus 2016
dan bukti T-II-4 yang mana merupakan Fotocopy Syarat –
Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT.Bank Mandiri
(Persero), Tbk dan diperoleh fakta bahwa terhadap objek
sengketa dalam perjanjian sewa-menyewa antara Penggugat
dan Tergugat 1, telah terlebih dahulu lahir kesepakatan yang
merupakan perjanjian kredit antara Tergugat 1 dengan
Tergugat 2, yang mana dalam perjanjian kredit tersebut
terdapat klausul yang menyatakan bahwa pihak Tergugat 1
tidak diperbolehkan untuk menyewakan objek sewa menyewa
kepada siapa pun tanpa izin tertulis dari Tergugat 2 terlebih
dahulu. Yang mana atas kedua perjanjian dalam T-II-3 dan T-II
-4 telah disepakati oleh Tergugat 1/Pemberi sewa sebagai
debitur dengan Tergugat 2/Bank sebagai kreditur.
Dengan demikian tindakan Tergugat 1/Pemberi sewa
menyewakan objek jaminan (sengketa) dalam perjanjian kredit
tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat 2/Bank
sebagai kreditur maka perbuatan tersebut melanggar
ketentuan dalam perjanjian kredit yang terdapat klausul bahwa
pihak Tergugat 1 tidak diperbolehkan untuk menyewakan objek
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sewa menyewa (sengketa) kepada siapa pun tanpa izin tertulis
dari Tergugat 2 terlebih dahulu.
Perjanjian kredit tersebut merupakan hukum yang
mengikat Tergugat 1/Pemberi sewa sebagai debitur dengan
Tergugat 2/Bank sebagai kreditur bedasarkan asas pacta sunt
servanda (asas kepastian hukum) yang sebagaimana dijelaskan
dalam pasal 1338 kuhperdata. pasal tersebut menjelaskan
mengenai asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum)
yakni “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” maka
tindakan Tergugat 1/Pemberi sewa merupakan perbuatan
melawan hukum karena melanggar hukum yang mengikatnya
yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut yang berupa
klausul yang melarang Tergugat 1/Pemberi sewa tidak boleh
menyewakan objek sewa menyewa tanpa izin tertulis terlebih
dahulu dari Tergugat 2/Bank.”
Kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan
hukumnya yakni, “Menimbang, bahwa berdasar pada
pertimbangan hukum di atas, maka perjanjian sewa menyewa
yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah tidak
berdasar pada itikad baik, sehingga perjanjian sewa menyewa
tersebut adalah cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan
pasal 1320 KUHPerdata sehingga karena hal tersebut haruslah
dinyatakan tidak sah menurut hukum”
Dari pertimbangan hukum tersebut hakim menyatakan
bahwa perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara
Penggugat/Penyewa dengan Tergugat 1/Pemberi sewa adalah
tidak berdasar pada itikad baik. Jika merujuk pada duduk
perkara dalam surat gugatan yang diajukan penggugat
penggugat pada poin no 4 penggugat/penyewa menyampaikan
yakni “Bahwa, setelah sewa - rnenyewa berjalan, Penggugat
baru mengetahui bahwa atas obyek sengketa masih belum
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lunas dan sebagai bank yang membiayai adalah Tergugat 2,
sehingga dengan belum lunasnya obyek sengketa, oleh karena
macetnya pembayaran angsuran atas pembiayaan obyek
sengketa sampai dengan saat ini, serta informasi terbaru yang
Penggugat dengar, bahwa atas obyek sengketa akan diambil
alih oleh Tergugat 3 yang merupakan Developer atas obyek
sengketa, maka Penggugat akan terganggu haknya dalam
menikmati obyek sengketa sebelum jangka waktu sewa
berakhir pada tanggal 1 Agustus 2029.”
Dari pernyataan penggugat tersebut bahwa setelah sewa
- rnenyewa berjalan, Penggugat baru mengetahui bahwa atas
obyek sengketa masih belum lunas dan sebagai bank yang
membiayai adalah Tergugat 2 Maka dapat disimpulkan bahwa
penggugat tidak mengetahui tentang perjanjian kredit yang
merupakan hukum yang mengikat Tergugat 1/Pemberi sewa
sebagai debitur dengan Tergugat 2/Bank sebagai kreditur yang
mana dalam perjanjian kredit tersebut terdapat klausul bahwa
Tergugat 1/Pemberi sewa tidak dapat menyewakan objek
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat
2/Bank. sehingga perjanjian sewa menyewa yang dilakukan
penggugat berdasarkan pada asas itikad baik yang diatur
dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal tersebut
menjelaskan yakni “suatu perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik.” Yang mana Subekti  memberikan
pengertiannya mengenai asas itikad baik dibagi menjadi dua
macam antara lain itikad baik subjektif dan itikad baik objektif.
Itikad baik subjektif ialah kejujujuran. Kejujuran harus ada
sebelum dilaksanakannya suatu perjanjian. Maka dapat
disimpulkan pada saat prakontraktual itikad baik subyektif telah
ada. Sedangkan itikad baik objektif ialah pada tahap
prakontraktual telah ada kepatuhan dan keberadaan. Hal ini
karena pada tahap kontraktual isi perjanjian berupa hak dan
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kewajiban harus dilaksankan dengan itikad baik juga. Di tahap
kontraktual yang berwenang menilai apakah dalam suatu
perjanjian terdapat kepatuhan atau tidak adalah hakim. Itikad
baik objektif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa
tentang isi atau hak dan kewajiban didalam perjanjian.
Dengan demikian Penggugat/Penyewa telah memenuhi
itikad baik subyektif yakni berupa kejujuran pada saat
prakontraktual atau sebelum kontrak dilaksanakan yang mana
Penggugat/Penyewa tidak mengetahui bahwa terdapat
perjanjian kredit yang melarang Tergugat 1/Pemberi sewa
untuk menyewakan objek sewa sehingga perbuatan
Penggugat/Penyewa melakukan perjanjian sewa menyewa
berdasar pada itikad baik subyektif berupa kejujuran.
Kemudian Penggugat/Penyewa juga telah memenuhi itikad
baik objektif yang terdapat pada tahap kontraktual yakni
berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksankan dengan
itikad baik berdarkan isi perjanjian. Dalam perjanjian sewa
menyewa Penggugat/Penyewa telah memenuhi kewajibannya
sebagai penyewa yang diatur dalam pasal 1560 ayat (2)
KUHPerdata. Dalam aturan tersebut menjelaskan kewajiban
penyewa dalam perjanjian sewa menyewa yakni “untuk
melakukan pembayaran biaya sewa pada waktu yang telah di
sepakati.” Mengenai hal tersebut Penggugat/Penyewa telah
menjelaskan pada duduk perkara dalam surat gugatannya pada
poin nomor 3 yang berbunyi “Bahwa, untuk memenuhi
kewajiban Penggugat selaku Penyewa, Penggugat telah
menyelesaikan pembayaran uang sewa kepada Tergugat I
pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga
Ratus Juta Rupiah) dan pembayaran tersebut merupakan
pembayaran atas sewa apartemen selama 12 (dua belas)
tahun, dan telah dibayarkan LUNAS oleh Penggugat kepada
Tergugat I.”
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kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan dalam pokok
perkara eksepsi Tergugat 1/Pemberi sewa pada poin nomor 1
yang berbunyi “Bahwa, adalah benar antara Tergugat I dengan
Penggugat terdapat hubungan hukum sewa menyewa
mengakui bahwa telah terjadi sewa – menyewa dengan obyek
sewa adalah apartemen yang terletak di Apartemen Tanglin
Tower Unit No. : 31-25, Supermall Mansion, dengan jangka
waktu 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus
2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2029, dengan harga
sewa yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 300.000.000,-
(Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian Sewa- menyewa Apartemen tanggal 14 Maret 2017
dan telah dibayar lunas oleh Penggugat.” Maka dapat
disimpulkan Penggugat/Penyewa dalam perjanjian sewa
menyewa telah memenuhi unsur itikad baik subyektif pada saat
prakontraktual dan memenuhi itikad baik objektif pada saat
kontraktual.
Berbeda dengan Tergugat 1/Pemberi sewa yg melanggar
itikad baik subyektif yaitu karena dalam membuat perjanjian
sewa menyewa melanggar perjanjian kredit yang mengikatnya
terlebih dulu dengan Tergugat 2/Bank yang didalamnya
terdapat klausul bahwa Tergugat 1/Pemberi sewa tidak boleh
menyewakan objek sewa (sengketa) tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Tergugat 2/Bank. Tergugat 1/Pemberi
menentangi perjanjian kredit tersebut dengan menyewakan
objek sewa (sengketa) kepada Penggugat/Penyewa tanpa
persetujuan tertulis dari Tergugat 2/Bank terlebih dulu. Yang
berarti diawal membuat perjanjian sewa menyewa atau pada
saat prakontraktual dilakukan tidak dengan kejujuran. Maka
tindakan Tergugat 1/Pemberi sewa pada  perjanjian sewa
menyewa merupakan melanggar itikad baik atau  melakukan
itikad buruk
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Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perjanjian
sewa menyewa antara Penggugat/Penyewa dengan Tergugat
1/Pemberi sewa. Penggugat/Penyewa melaksanakan
perjanjian sewa menyewa tersebut dengan itikad baik
sedangkan Tergugat 1/Pemberi sewa melaksanakan perjanjian
tersebut tidak dengan itikad baik atau dengan itikad buruk.
Sehingga pertimbangan hakim tersebut yang mengatakan
bahwa perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan
tergugat 1 dilaksanakan dengan itikad buruk kurang tepat yang
mana dalam perjanjian tersebut yang melaksanakan itikad
buruk hanya pihak Tergugat 1 saja sedangkan Pengugat
melaksanakan dengan itikad baik.
A.4.2 Dasar pertimbangan hukum banding Putusan No :
720/PDT/2020/PT SBY
Sebelum menerima permohonan banding
pembanding/penggugat hakim akan memeriksa dulu apakah
putusan banding yang diajukan sudah sesuai dengan tatacara
dan jangka waktu yang telah diatur. yang mana aturan
mengenai banding diatur pada Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan
Madura. Dengan hal tersebut hakim memberikan
pertimbangannya yakni “Menimbang bahwa permohonan
banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding secara formal dapat diterima.” Maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa permohonan banding yang diajukan
pembanding dapat diterima karena sudah sesuai dengan
tatacara dan jangka waktu yang diatur oleh undang-undang.
Sebelum memberikan putusan dalam perkara banding
no: 720/PDT/2020/PT SBY Hakim terlebih dahulu memberikan
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pertimbangan hukum terhadap memori banding pembanding,
dan kontra memori banding terbanding 1 dan terbanding 3
dalam hal itu hakim memberikan pertimbangan hukumnya
yaitu “Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan
Pembanding/Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Memori
Bandingnya, maupun kontramemori banding dari Terbanding I,
Terbanding III, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat
dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,
karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat
melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.”
Kemudian Hakim juga memberikan pertimbangan hukumnya
yaitu “Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari
berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir,
salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Surabaya Nomor
1123/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 15 Juli 2020, Memori
banding tertanggal 28 September 2020 dari Pembanding
semula Penggugat, kontra memori banding tertanggal 26
Oktober 2020 yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I,
kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2020 yang
diajukan Terbanding III semula Tergugat III, serta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan
putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada
alasan hukum yang benar menurut hukum, sehingga
pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar
pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat
banding.”Kemudian dari pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut Hakim memberikan pertimbangan hukumnya yaitu
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
1123/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 15 Juli 2020, beralasan
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hukum untuk dikuatkan.”
Peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
hakim tersebut yang menguatkan putusan ditingkat pertama
karena diperoleh fakta hukum bahwa terdapat unsur perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1/pemberi sewa
yang mana apabila merujuk pada alasan memori banding yang
diajukan pembanding/ penggugat yang berbunyi yakni,
“Bahwa, Pembanding / Penggugat tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya yang menyatakan perjanjian sewa yang dibuat antara
Penggugat dengan Tergugat I adalah tidak berdasarkan
kepada itikad baik,sehingga perjanjian sewa tersebut adalah
cacat hukum dan tidak mememenuhi ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata, mengingat pada saat perjanjian Sewa atas obyek
sengketa dibuat oleh Pembanding /penggugat dan Terbanding
I / Tergugat I, Pembanding / penggugat tidak mengetahui
bahwa atas obyek sengketa telah terikat perjanjian antara
Terbanding I / Tergugat I dengan Terbanding II / Tergugat II,
yang mana didalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang
menyatakan bahwa Terbanding I / Tergugat I tidak
diperbolehkan untuk menyewakan obyek sengketa kepada
siapapun juga tanpa seizin Terbanding II / Tergugat II,
sepengetahuan Pembanding / Penggugat pada saat obyek
sengketa disewakan oleh Terbanding I/Tergugat I kepada
pembanding / Penggugat, atas obyek sengketa dalam kondisi
baik baik saja, tidak terikat dengan sengketa apapun juga,
serta tidak menjadi jaminan pada pihak manapun juga.”
Dari alasan memori banding yang diajukan
pembanding/penggugat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pembanding/penggugat pada saat pembuatan perjanjian sewa
menyewa dengan Tergugat 1/Terbanding 1 tidak mengetahui
bahwa antara Tergugat 1/Terbanding 1 dengan Tergugat
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2/Terbanding 2 telah terikat dengan perjajian kredit terlebih
dahulu yang mana didalam perjanjian tersebut terdapat klausul
yang menyatakan bahwa Terbanding I / Tergugat I tidak
diperbolehkan untuk menyewakan obyek sengketa kepada
siapapun juga tanpa seizin Terbanding II / Tergugat II.
Terlebih Pembanding / Penggugat mengungkapkan bahwa
sepengetahuannya pada saat obyek sengketa disewakan oleh
Terbanding I/Tergugat I kepada pembanding / Penggugat, atas
obyek sengketa dalam kondisi baik baik saja, tidak terikat
dengan sengketa apapun juga, serta tidak menjadi jaminan
pada pihak manapun juga. Dari pernyataan
pembanding/penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara
pembanding/ penggugat dengan Terbanding I / Tergugat I
tidak terdapat unsur naturalia mengenai jaminan dari pemberi
sewa yakni berupa klausul yang menyatakan bahwa objek sewa
sedang tidak terikat dengan jaminan apapun dan pemberi sewa
menjamin penyewa terhadap gangguan pada kenikmatan
tentram saat menikmati objek sewa .Terlebih perjanjian sewa
menyewa yang dibuat oleh pembanding/penggugat degan
Terbanding I / Tergugat I merupakan perjanjian dibawah
tangan yang kecil kemungkinan dituangkan unsur naturalia
dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.Yang mana
meskipun tidak dituangkan di dalam perjanjian unsur naturalia
tetap mengikat para pihak dalam perjanjian karena diatur
dalam KUHPerdata. Hal ini karena Unsur Naturalia merupakan
unsur yang lazim melekat pada perjanjian, berupa unsur yang
meskipun tidak diperjanjikan atau dituangkan dalam perjanjian
secara khusus maka secara diam-diam dengan sendirinya
dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat
bawaan (natuur) atau melekat pada perjanjian. Mengenai
jaminan dari pemberi sewa yakni berupa klausul yang
61
menyatakan bahwa objek sewa sedang tidak terikat dengan
jaminan apapun dan pemberi sewa menjamin penyewa
terhadap gangguan pada kenikmatan tentram saat menikmati
objek sewa sebagaimana yang diatur dalam pasal
1556,1557,1558 KUHPerdata dalam pasal tersebut antara lain
berbunyi sebagai berikut : mengenai tuntutan dari pihak ketiga
terhadap hak penyewa diatur dalam pasal 1556 Kuhperdata.
Aturan tersebut menjelaskan mengenai apabila penyewa
dituntut oleh pihak ketiga terhadap kenikmatannya yaitu “Pihak
yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa
terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya, yang
dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-
peristiwa dengan tidak memajukan sesuatu hak atas barang
yang disewa dengan tidak mengurangi hak penyewa untuk
menuntut sendiri orang itu.” Kemudian dijelaskan lebih lanjut
dalam pasal 1557 KUHPerdata. Aturan tersebut menjelaskan
yaitu “jika sebaliknya si penyewa diganggu dalam
kenikmatannya disebabkan karena suatu tuntutan hukum yang
bersangkutan dengan hak milik atas barangnya, maka ia
berhak menuntut suatu pengurangan suatu pengurangan
harga sewa menurut imbangan, asal tentang gangguan asal
tentang gangguan atau rintangan itu diberitahukan secara sah
kepada pemilik.” Mengenai gangguan kenikmatan tentram juga
dijelaskan dalam pasal 1558 KUHPerdata. Pasal tersebut
menjelaskan sebagai berikut “jika orang-orang yang telah
melakukan peristiwa-peristiwa memajukan bahwa mereka
mempunyai sesuatu hak atas barang yang disewakan, atau jika
si penyewa sendiri digugat untuk mengosongkan seluruh atau
sebagian dari barangnya yang disewa, atau untuk menerima
pelaksanaan sementara pengabdian pekarangan maka ia
diwajibkan memberitahukan tentang itu kepada pihak yang
menyewakan, dan ia dapat memanggil pihak tersebut untuk
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penanggungan bahkan bolehlah ia menuntut supaya ia
dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara asal ia menunjuk
orangnya untuk siapa ia menguasai barangnya.” Dari ketiga
pasal diatas yaitu pasal 1556,1557, dan 1558 KUHPerdata
dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak ketiga yang memiliki hak
terhadap objek sewa diperbolehkan untuk menganggu
kenikmatan tentram yang dimiliki penyewa, yang mana
terhadap gangguan dari pihak ketiga ini pemberi sewa memiliki
kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram bagi pihak
kedua, yang mana dalam hal ini di dalamnya termasuk juga
kewajiban untuk memberikan pengurangan harga sewa yang
sepadan atas gangguan yang ditimbulkan, serta memiliki
kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap penyewa
yang digugat oleh pihak ketiga.  Sehingga dari permasalahan
diatas yang mana pemberi sewa tidak memberikan jaminan
bahwa objek sewa sedang tidak terikat dengan jaminan apapun
dan pemberi sewa tidak menjamin penyewa terhadap
gangguan pada kenikmatan tentram saat menikmati objek
sewa yang mana berdasarkan pasal 1558 KUHPerdata bahwa
pemberi sewa memiliki kewajiban memberikan penanggungan
apabila ada pihak ketiga yang menganggu kenikmatan tentram
penyewa. Maka tindakan pemberi sewa tersebut untuk
menyewakan objek tanpa memberikan jaminan dan
memberikan penanggungan terhadap gangguan kenikmatan
tentram penyewa dalam menikmati objek sewa merupakan
tindakan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar
ketentuan pasal 1558 KUH Perdata.
A.5 Isi Putusan No : 1123 / Pdt .G /2019/Pn.Sby.dan Isi putusan
banding Putusan No : 720/PDT/2020/PT SBY
Isi Putusan No : 1123 / Pdt .G /2019/Pn.Sby.
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Atas pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dengan
demikian Hakim memberikan Putusan Perkara No : 1123 / Pdt .G /
2019/Pn.Sby. sebagai berikut :
MENGADILI :
Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi Tergugat ll dan Tergugat lll untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul atas perkara ini sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam
ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
Isi putusan banding Putusan No : 720/PDT/2020/PT SBY
Atas pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dengan
demikian Hakim memberikan Putusan Perkara No : 720/PDT/2020/PT
SBY sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
1123/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 15 Juli 2020, yang dimohonkan
banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah)
B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan
No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby.)
B.1. Syarat Sah Perjanjian
Mengenai syarat sahnya perjanjian dijelaskan didalam ketentuan
pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal tersebut diberikan penjelasan
mengenai apa-apa saja syarat sahnya suatu perjanjian untuk membuat
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suatu perjanjian, sebagai berikut :“sahnya suatu perjanjian diwajibkan
memenuhi syarat-syarat antara lain :
1. Kesepakatan pada mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap atau Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Mengenai Suatu hal tertentu
4. Mengenai Suatu sebab yang halal.”
Dari syarat-syarat sah perjanjian yang dijelaskan dan diuraikan
diatas memiliki definisi dan pengertian sebagai berikut :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengenai unsur
kesatu dalam syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata
tersebut diatur dalam pasal 1321 KUHPerdata. Pasal tersebut
memberikan pengertian terkait sepakat dalam perjanjian yakni :
“tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena
kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”
2. Kecakapan untuk membuat perikatan, Mengenai unsur kedua
dalam syarat sahnya perjanjian yaitu Kecakapan kecakapan dalam
membuat perjanjian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1329
KUHPerdata. Pasal tersebut memberikan pengertian terkait cakap
dalam Perjanjian, yakni : “setiap orang adalah cakap untuk
membuat perikatan-perikatan,jika ia oleh undang-undang
dinyatakan tidak cakap.” Sedangkan yang termasuk dalam orang
tidak cakap diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata. Dalam pasal
tersebut dijelaskan mengenai definisi dari orang yang dikatakan
tidak cakap yaitu : “tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian
adalah : orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh
dibawah pengampuan, serta orang-orang perempuan, dalam hal-
hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya
semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang
membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”
Kemudian akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak
memenuhi unsur kedua syarat sahnya perjanjian dijelaskan lebih
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lanjut didalam pasal 1446 KUHPerdata. Pasal tersebut
memberikan pemahaman terkait konsekuensi perjanjian yang
dibuat oleh orang yang tidak cakap atau tidak memenuhi unsur
kedua pada syarat sahnya perjanjian, yakni : “semua perikatan
yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-
orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi
hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak
mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar
kebelumdewasaan atau pengampuannya.”
Sehingga memiliki konsekuensi jika tidak dipenuhinya unsur
kedua mengenai kecakapan dalam syarat sahnya perjanjian diatur
dalam pasal 1331 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan terkait
pihak-pihak dalam perikatan bila dalam hal ini ada salah satu pihak
yang tidak memenuhi unsur kedua mengenai kecakapan dalam
syarat sahnya perjanjian, yakni : “karena itu orang-orang yang
didalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut
pembatalan perikatan yang telah mereka perbuat, dalam hal-hal
dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.”
3. Suatu hal tertentu, merupakan unsur ketiga pada syarat sah
perjanjian yang dijelaskan dalam pasal 1333 KUHPerdata. Pasal
tersebut menjelaskan terkait suatu hal tertentu, yakni “suatu
perjanjian harus mempunyai suatu pokok barang yang paling
sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa
jumlah barang tidak tentu , asal saja jumlah itu dapat dihitung
atau ditentukan dikemudian hari.” Kemudian jenis barang yang
dapat dijadikan objek perjanjian diatur dalam pasal 1332
KUHPerdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai objek
perjanjian dapat berupa barang yakni “hanya barang-barang yang
dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok suatu
perjanjian.”
4. Suatu sebab yang halal dijelaskan dalam pasal 1335 dan pasal
1337  KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan suatu sebab yang
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halal yakni,  “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat
karena sesuatu sebab yang terlarang atau palsu tidak memiliki
kekuatan.”  Kemudian juga dijelaskan “suatu sebab adalah
terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”
Dalam syarat yang dijelaskan diatas apabila sekurang-
kurangnya salah satu syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, maka
akan memiliki akibat atau konsekuensi perjanjian dapat dibatalkan
atau perjanjian batal demi hukum. Persyaratan tersebut memuat
mengenai subyek dan obyek perjanjian. Persyaratan pada unsur
pertama dan unsur kedua merupakan subyek perjanjian.
Sedangkan persyaratan pada unsur ketiga dan unsur keempat
merupakan obyek perjanjian.
Mengenai akibat atau konsekuensi melanggar syarat sah
perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata pada persyaratan
subyektif perjanjian yang mana dalam unsur pertama terkait
sepakat dan unsur kedua terkait kecakapan untuk membuat suatu
perikatan memiliki akibat perjanjian batal yang mana perjanjian
dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Sedangkan jika
tidak dipenuhinya syarat objektif perjanjian dalam unsur ketiga
terkait suatu hal tertentu dan unsur keempat terkait suatu sebab
yang halal mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.
B.2. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan
No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya diawali
dengan membuat perjanjian sewa menyewa dengan objek sewa
Apartemen tanglin tower unit no 31-25 antara Penggugat sebagai
pihak penyewa dengan Tergugat 1 sebagai pemberi sewa yang
dituangkan dan dituliskan dalam perjanjian sewa menyewa tanggal 14
maret 2017 dengan jangka waktu sewa selama 12 tahun terhitung
sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2029.
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Kemudian terhadap perjanjian sewa menyewa tersebut yang menjadi
dasar Penggugat memperoleh hak sewa dan mengajukan gugatan
terhadap hak sewa tersebut.
Kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya
yakni, “Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan hukum di
atas, maka perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara Penggugat
dengan Tergugat 1 adalah tidak berdasar pada itikad baik, sehingga
perjanjian sewa menyewa tersebut adalah cacat hukum dan tidak
memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata sehingga karena hal
tersebut haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum”
Dari analisis peneliti bahwa dalam perjanjian sewa menyewa
antara Penggugat/Penyewa dengan Tergugat 1/Pemberi sewa.
Penggugat/Penyewa melaksanakan perjanjian sewa menyewa
tersebut dengan itikad baik yakni telah memenuhi itikad baik subyektif
yang mana Penggugat/Penyewa tidak mengetahui bahwa terdapat
perjanjian kredit yang melarang Tergugat 1/Pemberi sewa untuk
menyewakan objek sewa sehingga perbuatan Penggugat/Penyewa
melakukan perjanjian sewa menyewa berdasar pada itikad baik
subyektif berupa kejujuran pada saat prakontraktual atau sebelum
kontrak dilaksanakan.
kemudian Penggugat/Penyewa telah memenuhi itikad baik
objektif yang terdapat pada tahap kontraktual yakni berupa hak dan
kewajiban yang harus dilaksankan dengan itikad baik berdarkan isi
perjanjian yakni Penggugat/Penyewa telah melakukan pembayaran
uang sewa secara lunas untuk jangka waktu sewa selama 12 tahun.
sedangkan Tergugat 1/Pemberi sewa melaksanakan perjanjian
tersebut tidak dengan itikad baik atau dengan itikad buruk. Tergugat
1/Pemberi sewa yg melanggar itikad baik subyektif yaitu karena dalam
membuat perjanjian sewa menyewa melanggar perjanjian kredit yang
mengikatnya terlebih dulu dengan Tergugat 2/Bank yang didalamnya
terdapat klausul bahwa Tergugat 1/Pemberi sewa tidak boleh
menyewakan objek sewa (sengketa) tanpa persetujuan tertulis
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terlebih dahulu dari Tergugat 2/Bank. Tergugat 1/Pemberi sewa
menentangi perjanjian kredit tersebut dengan menyewakan objek
sewa (sengketa) kepada Penggugat/Penyewa tanpa persetujuan
tertulis dari Tergugat 2/Bank terlebih dulu. Yang berarti diawal
membuat perjanjian sewa menyewa atau pada saat prakontraktual
dilakukan tidak dengan kejujuran. Maka tindakan Tergugat 1/Pemberi
sewa pada  perjanjian sewa menyewa merupakan melanggar itikad
baik atau  melakukan itikad buruk.
Merujuk pada akibat dari itikad buruk Tergugat 1/Pemberi sewa
yakni Tergugat 1/Pemberi sewa menentangi perjanjian kredit tersebut
dengan menyewakan objek sewa (sengketa) kepada
Penggugat/Penyewa tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat 2/Bank
terlebih dulu. Dengan demikian Tergugat 1/Pemberi sewa
menyewakan objek sewa dengan menentangi kententuan dalam
perjanjian kredit maka sama dengan melanggar undang-undang yang
mengikatnya hal tersebut dijelaskan pada pasal 1338 (1) KUHPerdata.
pasal tersebut menjelaskan mengenai asas pacta sunt servanda (asas
kepastian hukum) yakni “ semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”.
Dengan demikian jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian pasal
1320 KUHPerdata maka perjanjian sewa menyewa tersebut
bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata pada unsur keempat
mengenai suatu sebab yang halal. Mengenai suatu sebab yang halal
dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan
yakni “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-
undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau
ketertiban umum.” Maka dengan itu Perjanjian sewa menyewa
tersebut bertentangan dengan syarat obyektif dalam syarat sahnya
perjanjian yakni pada pasal 1320 KUHPerdata pada unsur keempat
mengenai suatu sebab yang halal yang mana jika tidak dipenuhinya
syarat objektif perjanjian dalam unsur ketiga terkait suatu hal tertentu
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dan unsur keempat terkait suatu sebab yang halal mengakibatkan
perjanjian batal demi hukum.
Terkait perjanjian batal demi hukum dijelaskan oleh Djohari
Santoso dan Ahmad Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perjanjian Indonesia  mengenai pendapat Sri Sudewi terhadap batal
demi hukum atau kebatalan itu ada  2 (dua) macam:
1. Batal secara mutlak (absolute nietig) yaitu terjadi apabila :
a. Cacat pada bentuk;
b. Dilarang atau bertentangan dengan undang-undang;
c. Dilarang atau bertentangan dengan kesusilaan ;
d. Dilarang atau bertentangan dengan ketertiban umum (orde
public)
2. Batal secara relatif (relatieve nietig) yaitu terjadi apabila :
Jika perjanjian tersebut hanya dianggap berlaku bagi pihak orang-
orang tertentu dan oleh orang-orang pihak lainnya dianggap tidak
berlaku
Dan dengan hal itu perjanjian sewa menyewa tersebut batal demi
hukum dengan Batal secara mutlak (absolute nietig) karena
bertentangan atau melanggar undang-undang sesuai yang
disampaikan oleh Sri Sudewi diatas.
B.3. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi
Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby.)
Perjanjian sewa menyewa tanggal 14 maret 2017 yang mengikat
penyewa/penggugat dan pemberi sewa/Tergugat 1 dapat dikatakan
melanggar syarat objektif terhadap syarat sahnya perjanjian yang
diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata unsur (4) suatu sebab
yang halal sehingga memiliki konsekuensi perjanjian batal demi
hukum.
Mengenai Hal tersebut dijelaskan Dalam bukunya Djohari
Santoso dan Ahmad Ali, memberikan pendapat bahwa, Jika perjanjian
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tersebut dikatakan batal demi hukum, maka pihak yang satu tidak
dapat menuntut pihak lainnya berdasarkan perjanjian itu dan hakim
secara ex officio wajib mengatakan bahwa suatu perjanjian atau
perikatan tersebut tidak pernah ada.  Elly Erawati dan Herlien Budiono
mengatakan terkait batal demi hukum yakni frasa pada hukum yang
memiliki arti sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah berdasar
atau merujuk pada hukum atau jika dalam arti yang lebih sempit
berdasar pada undang-undang. Batal demi hukum mengakibatkan
tidak sahnya atau tidak berlakunya sesuatu terjadi dengan seketika
dan otomatis dengan sendirinya, pada saat memenuhi kriteria batal
demi hukum. R.Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok
Hukum Perikatan  memberikan pendapat mengenai Batal demi hukum
yaitu berakibat bahwa suatu tindakan atau perbuatan hukum yang
berhubungan dengan hukum dianggap tidak pernah terjadi.
Maka Akibat hukum terhadap perjanjian sewa menyewa tanggal
14 Maret 2017 yakni batal demi hukum sehingga hubungan hukum
yang ada dianggap tidak pernah terjadi serta perjanjian tersebut tidak
sah dan berlaku.
C. Akibat Hukum Terhadap Penggugat Atau Penyewa Dalam
Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan No : 1123 / Pdt .G /
2019/Pn.Sby.)
C.1 Hak Dan Kewajiban Penyewa Dalam Perjanjian Sewa
Menyewa
Hak yang diperoleh bagi Penyewa, yaitu menerima barang yang
disewanya dalam keadaan baik dan memperoleh kenikmatan yang
tentram dari barang sewa saat jangka waktu sewa berlangsung.
Mengenai hal tersebut diatur didalam KUHPerdata tentang kewajiban-
kewajiban pemberi sewa yang harus diserahkan pada penyewa selama
jangka waktu sewa berlangsung didalam pasal 1550 KUHPerdata.
aturan tersebut menjelaskan yakni, “Pihak yang menyewakan
diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya
sesuatu janji untuk itu :
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1. memberikan objek yang disewakan kepada si penyewa;
2. melakukan pemeliharaan terhadap objek yang disewakan,
sehingga barang sewa dapat digunakan untuk kebutuhan yang
diinginkan;
3. memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tentram pada
objek sewa dalam jangka waktu sewa berlangsung.”
Dalam hal ini kewajiban pemberi sewa dalam perjanjian sewa
menyewa yang dijelaskan diatas merupakan  hak penyewa dalam
perjanjian sewa menyewa.
Kemudian terkait kewajiban pihak Penyewa dalam perjanjian
sewa menyewa dijelaskan dalam ketentuan pasal 1560 KUHPerdata.
Dalam pasal tersebut dijelaskan terkait kewajiban penyewa yakni
“Penyewa harus melakukan dua kewajiban utama:
1. untuk memakai barang yang disewa seperti seorang bapak rumah
yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu
sesuai perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian
mengenai hal tersebut, menurut tujuan yang dipersangkakan
berhubung dengan keadaan;
2. untuk melakukan pembayaran harga sewa pada waktu yang telah
di sepakati.”
C.2 Itikad Baik Penyewa dalam Perjanjian sewa menyewa
Para pihak yang membuat perjanjian harus didasari dengan
itikad baik sebagaimana yang dijelaskan Dalam KUHPerdata pasal
1338 ayat (3) dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat harus
memperhatikan tentang asas itikad baik. pasal tersebut memberikan
pengertian bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik.”
Jika merujuk pada duduk perkara dalam surat gugatan yang
diajukan penggugat penggugat pada poin no 4 penggugat/penyewa
menyampaikan yakni “Bahwa, setelah sewa - rnenyewa berjalan,
Penggugat baru mengetahui bahwa atas obyek sengketa masih belum
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lunas dan sebagai bank yang membiayai adalah Tergugat 2, sehingga
dengan belum lunasnya obyek sengketa, oleh karena macetnya
pembayaran angsuran atas pembiayaan obyek sengketa sampai
dengan saat ini, serta informasi terbaru yang Penggugat dengar,
bahwa atas obyek sengketa akan diambil alih oleh Tergugat 3 yang
merupakan Developer atas obyek sengketa, maka Penggugat akan
terganggu haknya dalam menikmati obyek sengketa sebelum jangka
waktu sewa berakhir pada tanggal 1 Agustus 2029.”
Yang kemudian dijelaskan kembali oleh penggugat/pembanding
dalam alasan memori bandingnya yakni pada alasan memori banding
yang diajukan pembanding/ penggugat yang berbunyi yakni, “Bahwa,
Pembanding / Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan
perjanjian sewa yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I
adalah tidak berdasarkan kepada itikad baik,sehingga perjanjian sewa
tersebut adalah cacat hukum dan tidak mememenuhi ketentuan Pasal
1320 KUHPerdata, mengingat pada saat perjanjian Sewa atas obyek
sengketa dibuat oleh Pembanding /penggugat dan Terbanding I /
Tergugat I, Pembanding / penggugat tidak mengetahui bahwa atas
obyek sengketa telah terikat perjanjian antara Terbanding I / Tergugat
I dengan Terbanding II / Tergugat II, yang mana didalam perjanjian
tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa Terbanding I /
Tergugat I tidak diperbolehkan untuk menyewakan obyek sengketa
kepada siapapun juga tanpa seizin Terbanding II / Tergugat II,
sepengetahuan Pembanding / Penggugat pada saat obyek sengketa
disewakan oleh Terbanding I/Tergugat I kepada pembanding /
Penggugat, atas obyek sengketa dalam kondisi baik baik saja, tidak
terikat dengan sengketa apapun juga, serta tidak menjadi jaminan
pada pihak manapun juga.”
Dari alasan memori banding yang diajukan
pembanding/penggugat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pembanding/penggugat pada saat pembuatan perjanjian sewa
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menyewa dengan Tergugat 1/Terbanding 1 tidak mengetahui bahwa
antara Tergugat 1/Terbanding 1 dengan Tergugat 2/Terbanding 2
telah terikat dengan perjajian kredit terlebih dahulu yang mana
didalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa
Terbanding I / Tergugat I tidak diperbolehkan untuk menyewakan
obyek sengketa kepada siapapun juga tanpa seizin Terbanding II /
Tergugat II. Terlebih Pembanding / Penggugat mengungkapkan
bahwa sepengetahuannya pada saat obyek sengketa disewakan oleh
Terbanding I/Tergugat I kepada pembanding / Penggugat, atas obyek
sengketa dalam kondisi baik baik saja, tidak terikat dengan sengketa
apapun juga, serta tidak menjadi jaminan pada pihak manapun juga
dengan demikian Penggugat/pembanding tidak mengetahui bahwa
objek sewa telah terikat jaminan dengan perjanjian kredit terlebih
dahulu yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat 1/Pemberi sewa dan
Tergugat 2/Bank.
Yang mana Subekti  memberikan pengertiannya mengenai asas
itikad baik dibagi menjadi dua macam antara lain itikad baik subjektif
dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif ialah kejujujuran.
Kejujuran harus ada sebelum dilaksanakannya suatu perjanjian. Maka
dapat disimpulkan pada saat prakontraktual itikad baik subyektif telah
ada. Sedangkan itikad baik objektif ialah pada tahap  prakontraktual
telah ada kepatuhan dan keberadaan. Hal ini karena pada tahap
kontraktual isi perjanjian berupa hak dan kewajiban harus dilaksankan
dengan itikad baik juga. Di tahap kontraktual yang berwenang menilai
apakah dalam suatu perjanjian terdapat kepatuhan atau tidak adalah
hakim. Itikad baik objektif memiliki tujuan untuk menyelesaikan
sengketa tentang isi atau hak dan kewajiban didalam perjanjian.
Dari pernyataan penggugat tersebut bahwa setelah sewa -
rnenyewa berjalan, Penggugat baru mengetahui bahwa atas obyek
sengketa masih belum lunas dan sebagai bank yang membiayai adalah
Tergugat 2 Maka dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak
mengetahui tentang perjanjian kredit yang merupakan hukum yang
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mengikat Tergugat 1/Pemberi sewa sebagai debitur dengan Tergugat
2/Bank sebagai kreditur yang mana dalam perjanjian kredit tersebut
terdapat klausul bahwa Tergugat 1/Pemberi sewa tidak dapat
menyewakan objek tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Tergugat 2/Bank. Dengan demikian Penggugat/Penyewa telah
memenuhi itikad baik subyektif yakni berupa kejujuran pada saat
prakontraktual atau sebelum kontrak dilaksanakan yang mana
Penggugat/Penyewa tidak mengetahui bahwa terdapat perjanjian
kredit yang melarang Tergugat 1/Pemberi sewa untuk menyewakan
objek sewa sehingga perbuatan Penggugat/Penyewa melakukan
perjanjian sewa menyewa berdasar pada itikad baik subyektif berupa
kejujuran.
Kemudian Penggugat/Penyewa juga telah memenuhi itikad baik
objektif yang terdapat pada tahap kontraktual yakni berupa hak dan
kewajiban yang harus dilaksankan dengan itikad baik berdarkan isi
perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa Penggugat/Penyewa
telah memenuhi kewajibannya sebagai penyewa yang diatur dalam
pasal 1560 ayat (2) KUHPerdata. Dalam aturan tersebut menjelaskan
kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa menyewa yakni “untuk
melakukan pembayaran biaya sewa pada waktu yang telah di
sepakati.” Mengenai hal tersebut Penggugat/Penyewa telah
menjelaskan pada duduk perkara dalam surat gugatannya pada poin
nomor 3 yang berbunyi “Bahwa, untuk memenuhi kewajiban
Penggugat selaku Penyewa, Penggugat telah menyelesaikan
pembayaran uang sewa kepada Tergugat I pada tanggal 14 Maret
2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan
pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas sewa apartemen
selama 12 (dua belas) tahun, dan telah dibayarkan LUNAS oleh
Penggugat kepada Tergugat I.”
kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan dalam pokok
perkara eksepsi Tergugat 1/Pemberi sewa pada poin nomor 1 yang
berbunyi “Bahwa, adalah benar antara Tergugat I dengan Penggugat
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terdapat hubungan hukum sewa menyewa mengakui bahwa telah
terjadi sewa – menyewa dengan obyek sewa adalah apartemen yang
terletak di Apartemen Tanglin Tower Unit No. : 31-25, Supermall
Mansion, dengan jangka waktu 12 (dua belas) tahun terhitung sejak
tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2029,
dengan harga sewa yang telah disepakati adalah sebesar Rp.
300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian Sewa- menyewa Apartemen tanggal 14 Maret 2017 dan
telah dibayar lunas oleh Penggugat.” Maka dapat disimpulkan
Penggugat/Penyewa dalam perjanjian sewa menyewa telah memenuhi
unsur itikad baik subyektif pada saat prakontraktual dan memenuhi
itikad baik objektif pada saat kontraktual.
C.3 Akibat Hukum Terhadap Penggugat/Penyewa Dalam
Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan No : 1123 / Pdt .G /
2019/Pn.Sby.)
Perjanjian sewa menyewa tertanggal 14 maret 2017 yang dibuat
dan telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam perjanjian
yaitu penyewa/penggugat dengan pemberi sewa /Tergugat 1.Didalam
Perjanjian sewa menyewa tanggal 14 maret 2017 diatur mengenai
jangka waktu sewa selama 12 tahun  yang bermula pada tanggal 1
Agustus 2017 dan berakhir pada 1 Agustus 2029.Hal tersebut
disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya dalam uraian
tentang duduk perkara pada poin nomor 2 sebagai berikut : “Bahwa,
perjanjian sewa - menyewa Apartemen atau objek sengketa antara
Penggugat dengan Tergugat I berawal dengan dibuatnya Perjanjian
Sewa Apartemen tanggal 14 Maret 2017, didalam Perjanjian tersebut
diatur mengenai jangka waktu sewa -menyewa, yaitu selama 12 (dua
belas) tahun,yaitu terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai
dengan tanggal 1 Agustus 2029, Perjanjian inilah yang menjadi dasar
Penggugat memperoleh Hak Sewa atas objek sengketa dengan jangka
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waktu yang telah disepakati Bersama dalam perjanjian sewa menyewa
tersebut.”
Sehingga atas uraian duduk perkara dalam surat gugatan
penggugat/penyewa diatas, penggugat /penyewa dalam gugatannya
pada poin nomor 3 memberikan gugatannya yaitu : “Menyatakan sah
menurut hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik hak sewa atas
obyek sengketa, dan berhak menempati atas obyek sengketa sampai
dengan jangka waktu sewa berakhir pada tanggal 1 Agustus 2029,
sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Apartemen
tanggal 14 Maret 2017.”
Kemudian Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby menolak
gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang mana putusan di tingkat
pertama tersebut dikuatkan kembali dalam putusan perkara banding
no: 720/PDT/2020/PT SBY.
Maka sesuai analisis penulis bahwa akibat perbuatan melawan
hukum dan itikad buruk Tergugat 1/Pemberi sewa sehingga
mengakibatkan perjanjian sewa menyewa tertanggal 14 maret 2017
bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata pada unsur 4 terkait
“suatu sebab yang halal” yang merupakan syarat objektif sehingga
memiliki akibat perjanjian batal demi hukum. Sehingga akibat hukum
terhadap pihak-pihak dalam perjanjian yang batal demi hukum (void)
adalah kontrak yang tidak boleh dijalankan kembali. Apabila sebuah
kontrak dinyatakan batal demi hukum maka semua pihak harus
meletakkan segala sesuatu kembali seperti semula sebelum kontrak.
Prinsip dalam Hukum Perdata apabila perjanjian batal demi hukum,
maka posisi hukum para pihak harus dikembalikan pada keadaan
semula, seakan-akan perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila
diperhatikan dengan jeli, Doktrin ini memberikan definisi bahwa
apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka
konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada pihak dalam perjanjian
yang dirugikan. Frasa “kembali kepada keaadan semula” yang memiliki
makna bahwa suatu perbuatan hukum yang memiliki kaitan dengan
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hukum diartikan tidak pernah terjadi, dengan hal itu logis jika pihak-
pihak dalam perjanjian tidak boleh ada yang dirugikan, yang mana
sebagai akibat dari kembali kepada keadaan seperti semula.
R.Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum
Perikatan  memberikan pendapat mengenai Batal demi hukum yaitu
berakibat bahwa suatu tindakan atau perbuatan hukum yang
berhubungan dengan hukum dianggap tidak pernah terjadi.
Sehingga Akibat hukum terhadap Penggugat/Penyewa didalam
Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 14 Maret 2017 dalam Putusan No
: 1123 / Pdt .G / 2019/PN Sby dalam hal ini perjanjian tersebut menjadi
batal demi hukum yang memiliki arti perjanjian atau kontrak tersebut
tidak boleh dilanjutkan atau dijalankan kembali serta hubungan hukum
yang ada diantara para pihak yakni Penyewa dengan Pemberi sewa
dianggap tidak pernah ada dengan demikian akibat hukum bagi
Penyewa yakni kehilangan hak sewanya dalam perjanjian sewa
menyewa tersebut.
D. Akibat Hukum Terhadap Tergugat 1 Atau Pemberi Sewa (Studi
Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby.)
D.1 Hak Dan Kewajiban Pemberi Sewa Dalam Perjanjian Sewa
Menyewa
Hak yang didapat oleh pemberi sewa,yakni mendapatkan
prestasi dari penyewa yang berupa harga sewa yang telah disepakati
dalam perjanjian. Yang mana dalam hal ini memberikan prestasi
berupa harga sewa yang diberikan penyewa merupakan kewajiban
penyewa yang dijelaskan dalam pasal 1560 KUHPerdata. Pasal
tersebut menjelaskan mengenai kewajiban penyewa dalam perjanjian
sewa menyewa yakni “Penyewa harus melakukan dua kewajiban
utama:
1. untuk memakai barang yang disewa seperti seorang bapak rumah
yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu
sesuai perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian
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mengenai hal tersebut, menurut tujuan yang dipersangkakan
berhubung dengan keadaan;
2. untuk melakukan pembayaran harga sewa pada waktu yang telah
di sepakati.”
Sedangkan Aturan yang mengatur mengenai kewajiban dari
pemberi sewa yang harus diberikan kepada penyewa selama
berlangsungnya perjanjian sewa menyewa dijelaskan dalam pasal
1550 KUHPerdata. aturan tersebut memberikan pengertian yakni
“Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan
dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu :
1. memberikan objek yang disewakan kepada si penyewa;
2. melakukan pemeliharaan terhadap objek yang disewakan,
sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang
dimaksud;
3. memberikan si penyewa kenikmatan yang tenterám daripada
barang yang disewakan selama berlangsungnya jangka waktu
sewa.”
D.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan
Pemberi Sewa
Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum
Suatu perbuatan melawan hukum berawal dari suatu perbuatan
yang dilakukan pelakunya. Yang dimaksud perbuatan yakni dalam arti
aktif dapat dengan berbuat sesuatu dan dalam arti pasif yaitu dengan
tidak berbuat sesuatu. Yang mana berdasar pada hukum seseorang
tersebut memiliki kewajiban untuk tunduk dan mematuhi perintah
undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan.
1. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Apabila pelaku tidak tunduk
dan menaati apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban
umum dan atau kesusilaan, sehingga perbuatan pelaku dalam hal
ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga memiliki akibat
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hukum yaitu dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
Yang mana tindakan Tergugat 1/Pemberi sewa menyewakan objek
jaminan (sengketa) dalam perjanjian kredit tersebut tanpa
persetujuan tertulis dari Tergugat 2/Bank sebagai kreditur maka
perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit
yang terdapat klausul bahwa pihak Tergugat 1 tidak diperbolehkan
untuk menyewakan objek sewa menyewa (sengketa) kepada siapa
pun tanpa izin tertulis dari Tergugat 2 terlebih dahulu. Perjanjian
kredit tersebut merupakan hukum yang mengikat Tergugat
1/Pemberi sewa sebagai debitur dengan Tergugat 2/Bank sebagai
kreditur bedasarkan asas pacta sunt servanda (asas kepastian
hukum) yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338
kuhperdata. pasal tersebut menjelaskan mengenai asas pacta sunt
servanda (asas kepastian hukum) yakni “ semua persetujuan yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya” maka tindakan Tergugat 1/Pemberi sewa
menyewakan objek sewa merupakan perbuatan melawan hukum
karena melanggar hukum yang mengikatnya yang terdapat dalam
perjanjian kredit tersebut yang berupa klausul yang melarang
Tergugat 1/Pemberi sewa menyewakan objek sewa menyewa
tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Tergugat 2/Bank. Dan
tindakan Tergugat 1/pemberi sewa yang tidak memberikan
jaminan bahwa objek sewa sedang tidak terikat dengan jaminan
apapun dan pemberi sewa tidak menjamin penyewa terhadap
gangguan pada kenikmatan tentram saat menikmati objek sewa
yang mana berdasarkan pasal 1558 KUHPerdata bahwa pemberi
sewa memiliki kewajiban memberikan penanggungan apabila ada
pihak ketiga yang menganggu kenikmatan tentram penyewa. Maka
tindakan pemberi sewa tersebut untuk menyewakan objek tanpa
memberikan jaminan serta memberikan penanggungan terhadap
gangguan kenikmatan tentram penyewa dalam menikmati objek
sewa merupakan tindakan perbuatan melanggar hukum yakni
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melanggar ketentuan pasal 1558 KUHPerdata.
2. Adanya kerugian bagi korban. Akibat dari suatu perbuatan
melanggar hukum harus menimbulkan kerugian pada korban,
sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar
hukum secara luas. Dengan demikian perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan pemberi sewa menimbulkan kerugian bagi
penyewa yang beritikad baik dan telah memenuhi kewajibannya
dalam perjanjian sewa menyewa berupa pembayaran uang sewa
sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu
sewa selama 12 tahun yang telah disepakati dalam perjanjian sewa
menyewa yakni memiliki kerugian yaitu kehilangan hak sewanya
dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya
suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum
harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat
perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai
suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap
diri pihak korban. Dalam hubungan sebab akibat terdapat 2 (dua)
macam teori, Yang pertama yakni teori hubungan faktual
(causation in fact) ialah sebatas pada masalah fakta atau apa yang
secara faktual telah terjadi dan  yang kedua yakni teori penyebab
kira-kira yang dalam teori ini lebih menekankan pada apa yang
menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban. Dengan
demikian yang mana terdapat suatu kerugian, sehingga perlu
dibuktikan hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan
kerugian yang ditimbulkan. Dari permasalahan yang peneliti teliti
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pemberi sewa yakni
Tindakan pemberi sewa tersebut untuk menyewakan objek tanpa
memberikan jaminan serta memberikan penanggungan terhadap
gangguan kenikmatan tentram penyewa dalam menikmati objek
sewa merupakan tindakan perbuatan melanggar hukum yakni
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melanggar ketentuan pasal 1558 KUHPerdata. Serta Tindakan
Tergugat 1/Pemberi sewa menyewakan objek sewa merupakan
perbuatan melawan hukum karena melanggar hukum yang
mengikatnya yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut yang
berupa klausul yang melarang Tergugat 1/Pemberi sewa
menyewakan objek sewa menyewa tanpa izin tertulis terlebih
dahulu dari Tergugat 2/Bank. Dengan demikian Tergugat
1/Pemberi sewa menyewakan objek sewa dalam perjanjian sewa
menyewa dengan menentangi kententuan dalam perjanjian kredit
maka sama dengan melanggar undang-undang yang mengikatnya
hal tersebut dijelaskan pada pasal 1338 (1) KUHPerdata. pasal
tersebut menjelaskan mengenai asas pacta sunt servanda (asas
kepastian hukum) yakni “ semua persetujuan yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.”. Dengan demikian jika dikaitkan dengan syarat
sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian sewa
menyewa tersebut bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata
pada unsur keempat mengenai suatu sebab yang halal karena
bertentangan dengan perjanjian kredit. Mengenai suatu sebab
yang halal dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdata. Pasal tersebut
menjelaskan yakni “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang
oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan
baik atau ketertiban umum.” Maka dengan itu Perjanjian sewa
menyewa tersebut bertentangan dengan syarat obyektif dalam
syarat sahnya perjanjian yakni pada pasal 1320 KUHPerdata pada
unsur keempat mengenai suatu sebab yang halal yang mana jika
tidak dipenuhinya syarat objektif perjanjian dalam unsur ketiga
terkait suatu hal tertentu dan unsur keempat terkait suatu sebab
yang halal mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.Sehingga
dengan batal demi hukumnya perjanjian sewa menyewa memiliki
akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian yang batal
demi hukum (void) adalah kontrak yang tidak boleh dijalankan
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kembali. Apabila sebuah kontrak dinyatakan batal demi hukum
maka semua pihak harus meletakkan segala sesuatu kembali
seperti semula sebelum kontrak.  dengan demikian menimbulkan
kerugian bagi penyewa yang beritikad baik dan telah memenuhi
kewajibannya dalam perjanjian sewa menyewa berupa
pembayaran uang sewa sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta
rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 12 tahun yang telah
disepakati dalam perjanjian sewa menyewa yakni memiliki
kerugian yaitu kehilangan hak sewanya dalam perjanjian sewa
menyewa tersebut.
D.3 Akibat Hukum Terhadap Tergugat 1 atau Pemberi Sewa dalam
Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan No : 1123 / Pdt .G /
2019/Pn.Sby.)
Sesuai analisis penulis diatas bahwa perjanjian sewa menyewa
tertanggal 14 maret 2017 bertentangan dengan pasal 1320
KUHPerdata pada unsur 4 terkait suatu sebab yang halal dan
merupakan syarat objektif sehingga memiliki akibat perjanjian batal
demi hukum. Sehingga dengan itu akibat hukum terhadap para pihak
dalam perjanjian yang Batal demi hukum (void) adalah kontrak yang
tidak boleh dijalankan kembali. Apabila sebuah kontrak dinyatakan
batal demi hukum maka semua pihak harus meletakkan segala sesuatu
kembali seperti semula sebelum kontrak.  Prinsip dalam Hukum
Perdata apabila perjanjian batal demi hukum, maka posisi hukum para
pihak harus dikembalikan pada keadaan semula, seakan-akan
perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila diperhatikan dengan jeli,
Doktrin ini memberikan definisi bahwa apabila suatu perjanjian
diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak
boleh ada pihak dalam perjanjian yang dirugikan. Frasa “kembali
kepada keaadan semula” yang memiliki makna bahwa suatu perbuatan
hukum yang memiliki kaitan dengan hukum diartikan tidak pernah
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terjadi, dengan hal itu logis jika pihak-pihak dalam perjanjian tidak
boleh ada yang dirugikan, yang mana sebagai akibat dari kembali
kepada keadaan seperti semula.
Kemudian diperoleh fakta hukum bahwa dalam perjanjian sewa
menyewa tersebut Penggugat/Penyewa telah memenuhi
kewajibannya yakni melakukan pembayaran uang sewa kepada
Tergugat 1/Pemberi sewa. Yang mana oleh Tergugat 1/Pemberi sewa
dijelaskan dalam eksepsinya pada pokok perkara poin nomor 1
menyampaikan, sebagai berikut : “Bahwa, benar adanya antara
Tergugat 1 dengan Penggugat terdapat hubungan hukum sewa
menyewa dengan obyek sewa adalah apartemen yang terletak di
Apartemen Tanglin Tower Unit No. : 31-25, Supermall Mansion,
dengan jangka waktu 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal 1
Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2029, dengan harga
sewa yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga
Ratus Juta Rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat
sebagaimana telah dijelaskan dalam Perjanjian Sewa menyewa
tertsanggal 14 Maret 2017.”
Sehingga Akibat hukum terhadap Pemberi sewa/Tergugat 1
dalam Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 14 Maret 2017 dalam
Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/PN Sby yang mana dalam hal ini
perjanjian tersebut batal demi hukum sehingga memiliki arti perjanjian
atau kontrak tidak boleh dilanjutkan atau dijalankan kembali serta
hubungan hukum yang ada antara para pihak yakni Penyewa dengan
Pemberi sewa dianggap tidak pernah ada dan terjadi dengan demikian
Pemberi sewa tidak memiliki hak dan kewajiban lagi pada perjanjian
sewa menyewa itu. Untuk itu kewajiban yang telah dibayar oleh
penyewa sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk sewa
selama 12 tahun yang telah dituangkan dan disepakati dalam
perjanjian sewa menyewa yang merupakan hak pemberi sewa dan
telah diterima pemberi sewa harus dikembalikan kepada penyewa
84
sebagai bentuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula dan
agar tidak ada pihak yang dirugikan.
E. Akibat Hukum Terhadap Kreditur Atau Tergugat 2 (Studi Putusan
No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby.)
E.1 Hak Kreditur Dan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit
Didalam Perjanjian Kredit dibagi menjadi dua aspek, antara lain :
1. Aspek Kreditur atau yang dapat disebut sebagai aspek aktif,
memuat antara lain :
 Hak Kreditur untuk dapat menuntut agar pembayaran kredit
dilaksanakan
 Hak Kreditur untuk dapat menuntut atau menguggat
pelaksanaan
 Hak Kreditur untuk dapat melaksanakan putusan hakim
2. Aspek Debitur atau yang dapat disebut sebagai aspek pasif,
memuat antara lain:
 Kewajiban Debitur untuk melakukan pembayaran terhadap
kredit atau hutang
 Kewajiban Debitur untuk bertanggung jawab pada gugatan
yang dikemukakan oleh kreditur
 Kewajiban debitur untuk patuh dan menaati jika barang-
barangnya  dilakukan sita eksekusi
E.2 Analisis Terhadap asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian
kredit
Tergugat 2 memiliki keterkaitan terhadap permasalahan dalam
Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/PN.Sby. dikarenakan Tergugat 2
merupakan Bank yang memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat
1/Pemberi sewa untuk membiayai objek sengketa. Hubungan hukum
antara Tergugat 1/Pemberi sewa dengan Tergugat 2/Bank berawal
dari Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor :
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DSB.R08/SBN.CLN/PK.KPR/059/2016 tertanggal 08 Agustus 2016
(atau dapat disebut "Perjanjian Kredit") dan Syarat-Syarat Umum
Perjanjian Kredit Konsumtif PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (atau
dapat disebut sebagal "SUPK") yang telah dibuat,disepakati,serta
ditandatangani oleh Tergugat 1/pemberi sewa sebagai debitur dengan
Tergugat 2/Bank sebagai kreditur, dan sebagai jaminan dari perjanjian
kredit tersebut adalah Apartemen yang dibiayai atau objek sengketa.
Perjanjian kredit tersebut merupakan hukum yang mengikat Tergugat
1/Pemberi sewa sebagai debitur dengan Tergugat 2/Bank sebagai
kreditur bedasarkan asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum)
yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 (1) KUHPerdata. pasal
tersebut menjelaskan mengenai asas pacta sunt servanda (asas
kepastian hukum) yakni “ semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali sebagaimana
yang dituangkan dalam pasal 1338 (2) KUHPerdata. Pasal tersebut
menjelaskan yakni “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”
Maka sebagai bentuk akibat hukum dari perjanjian yang sah
yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang mana
dalam hal ini perjanjian sah memiliki akibat hukum yakni memiliki
kekuatan dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak-pihak
dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian akibat hukum terhadap
Tergugat 1/Pemberi sewa dan Tergugat 2/Bank ialah harus tunduk dan
patuh terhadap perjanjian kredit tersebut. Sehingga jika ada salah satu
pihak dalam perjanjian kredit tersebut yang melakukan perbuatan
yang bertentangan atau melanggar ketentuan ataupun klausul-klausul
dalam perjanjian tersebut maka sama dengan melanggar undang-
undang atau hukum yang mengikatnya dan merupakan tindakan
perbuatan melawan hukum.
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E.3 Akibat Hukum Terhadap Tergugat 2 Atau Kreditur (Studi
Putusan No : 1123 / Pdt .G / 2019/Pn.Sby.)
Hubungan hukum antara Tergugat 1/Pemberi sewa dengan
Tergugat 2/Bank berawal dari Perjanjian Kredit Mandiri dan Syarat-
Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk. yang telah dibuat,disepakati,serta ditandatangani oleh Tergugat
1/pemberi sewa sebagai debitur dengan Tergugat 2/Bank sebagai
kreditur, dan sebagai jaminan dari perjanjian kredit tersebut adalah
Apartemen yang dibiayai atau objek sengketa. Mengenai definisi
jaminan dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tertanggal 28 Februari 1991
tentang jaminan pemberian kredit. Aturan tersebut memberikan
pengertian mengenai jaminan kredit yaitu : “bahwa jaminan bermakna
sebagai suatu keyakinan bank atas kemampuan debitur untuk
melunasi hutang kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan” fungsi
utama dari jaminan yaitu untuk memberikan keyakinan kreditur atau
Bank bahwa Debitur mempunyai kesanggupan untuk melunasi hutang
kredit yang diberikan sesuai dengan yang telah disepakati dalam
perjanjian kredit. Fungsi lain dari jaminan ialah lahirnya hak dan
kekuasaan kepada bank atau Lembaga pembiayaan yang bertujuan
untuk memperoleh pelunasan pada jaminan tersebut jika pada waktu
yang telah disepakati dalam perjanjian debitur tidak dapat melunasi
hutangnya.
Perjanjian kredit tersebut merupakan hukum yang mengikat
Tergugat 1/Pemberi sewa sebagai debitur dengan Tergugat 2/Bank
sebagai kreditur bedasarkan asas pacta sunt servanda (asas kepastian
hukum) yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 (1)
KUHPerdata. pasal tersebut menjelaskan mengenai asas pacta sunt
servanda (asas kepastian hukum) yakni “ semua persetujuan yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.” Kemudian seiringnya berjalannya perjanjian kredit
tersebut debitur/Tergugat 1 lalai membayar angsuran terhadap
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Tergugat 2/Bank dan mengalami kredit macet dengan rincian
tunggakan antara lain :
1. Per tanggal 31 Oktober 2017 menunggak 51 hari;
2. Per tanggal 16 Januari 2018 menunggak 129 hari;
3. Per tanggal 30 Januari 2018 menunggak 142 hari;
4.  Per tanggal 14 Februari 2018 menunggak 157 hari;
Sehingga Tergugat 2/Kreditur dalam hal ini memiliki hak
terhadap jaminan yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian
kredit dengan tujuan untuk melunasi hutang debitur melalui cara yang
telah disepakati dalam perjanjian kerjasama yaitu dengan cara dibeli
kembali atau buyback oleh developer/Tergugat 3 yang kemudian uang
hasil pembelian jaminan tersebut digunakan untuk membayar hutang
debitur. Terlebih perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Tergugat
1/Pemberi sewa dengan Penggugat/Penyewa yang bertentangan
dengan pasal 1320 KUHPerdata unsur 4 mengenai suatu sebab yang
halal karena bertentangan dengan perjanjian kredit yakni batal demi
hukum.
Maka dengan batal demi hukumnya perjanjian sewa menyewa
tersebut  memiliki Akibat hukum bagi Tergugat 2/bank  yakni
menguatkan kedudukan Tergugat 2/bank sebagai kreditur pemegang
hak jaminan karena tidak ada yang menghalangi tergugat 2/bank
untuk mendapatkan haknya dalam perjanjian kredit  terhadap objek
sengketa atau jaminan dalam perjanjian kredit tersebut yang mana
digunakan sebagai bentuk pelunasan terhadap fasilitas kredit yang





Bedasarkan hasil penelitian penulis diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
Akibat hukum terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan
Penggugat/Penyewa dengan Tergugat 1/Pemberi Sewa yakni batal demi
hukum karena bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata unsur 4
mengenai suatu sebab yang halal dengan demikian perjanjian tersebut tidak
sah dan berlaku. Sehingga akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian
sewa menyewa yang batal demi hukum yaitu hubungan hukum para pihak
dianggap tidak pernah terjadi untuk itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan
sebagai bentuk kembali pada kondisi semula. Maka akibat hukum bagi para
pihak dalam perjanjian sewa menyewa yakni penyewa yaitu kehilangan hak
sewanya dalam perjanjian sewa menyewa tersebut terlebih Hakim dalam
Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby menolak gugatan penggugat untuk
menyatakan sah penggugat sebagai pemilik hak sewa dan Akibat hukum
terhadap Pemberi sewa yaitu tidak memiliki kewajiban dan hak lagi pada
perjanjian sewa menyewa Sehingga kewajiban yang telah dibayar oleh
penyewa yang merupakan hak pemberi sewa harus dikembalikan untuk
mengembalikan keadaan pada kondisi semula dan agar tidak ada pihak yang
dirugikan. Sedangkan akibat hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian
kredit yaitu perjanjian sewa menyewa yang batal demi hukum menguatkan
hak tergugat 2/bank terhadap objek sengketa untuk pelunasan kredit macet
yang dilakukan Tergugat 1/Pemberi sewa.
B. SARAN
Bedasar pada hasil penelitian serta pembahasan yang penulis
sampaikan diatas, dengan demikian penulis memberikan saran antara lain
yaitu:
1. Kepada Penyewa, agar sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa
seharusnya penyewa lebih berhati-hati dengan memperhatikan
terlebih dahulu alas hak yang dimiliki pemberi sewa terhadap objek
sewa dalam memberikan sewa kepada penyewa. Dalam hal ini alas hak
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yang dimiliki pemberi sewa berupa PPJB maka seharusnya penyewa
mencari informasi terlebih dahulu pemberi sewa mendapatkan objek
sewa melalui kredit terhadap Bank apa dan mencari tahu apa
konsekuensi dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh pemberi
sewa kepada bank yang membiayai objek sewa tersebut.
2. Kepada Pemberi Sewa, agar memperhatikan syarat sahnya perjanjian
yang dijelaskan dalam ketentuan pada pasal 1320 KUHPerdata
sebelum membuat perjanjian dan hendaknya menaati perjanjian yang
telah dibuat terlebih dahulu seperti halnya menaati undang-undang
jika tidak ditaati maka akan mendapatkan sanksi
3. Kepada Bank yang membiayai objek sengketa, agar hendaknya
memberikan sanksi yang tegas terhadap debitur yang menggunakan
fasilitasnya apabila tidak patuh dan menaati isi perjanjian yang telah
disepakati.
4. Kepada masyarakat, agar memahami terkait syarat sahnya perjanjian
yang dijelaskan pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata sebelum
membuat perjanjian dan memahami Akibat hukum jika perjanjian
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